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 Tidak ada rahasia untuk sukses. Semuanya adalah hasil dari persiapan, kerja 
keras, dan belajar dari kegagalan. (Colin Powell) 
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Slamet Do’a Sufrengki, 2021. Pengaruh Penghasilan, Sosialisasi Pajak, 
Akses Pembayaran, Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal-Jawa Tengah Tahun 2020. 
Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui pengaruh penghasilan 
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). untuk mengetahui pengaruh 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3). untuk mengetahui 
pengaruh akses pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak. 4). untuk 
mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  Sedangkan 
metode analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji asumsi 
klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan Koefisien Determinasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) terdapat pengaruh penghasilan wajib 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 2) terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 3). terdapat pengaruh akses pembayaran terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 4). terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
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Slamet Do'a Sufrengki, 2021. Effect of Income, Tax Socialization, Access 
to Payments, Quality of Service on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Tegal 
City-Central Java in 2020. 
The aims of this research are 1). To find out whether the income of 
taxpayers has an effect on taxpayer compliance, 2). To find out whether tax 
socialization has an effect on taxpayer compliance. 3). To find out whether access 
to payment has an effect on taxpayer compliance. 4). To find out whether service 
quality has an effect on taxpayer compliance. 
The research method used in this research is descriptive research, using a 
quantitative approach. Meanwhile, the data analysis and hypothesis testing 
methods used were classical assumption test, multiple regression analysis, 
hypothesis testing, and the coefficient of determination. 
The conclusions of this study are 1) there is an effect of taxpayer income on 
taxpayer compliance 2) there is an effect of tax socialization on taxpayer 
compliance. 3). there is an effect of access to payment on taxpayer compliance. 4). 
there is an effect of service quality on taxpayer compliance. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kepulauan yang 
sangat luas. Suatu negara yang berkembang dan mampu memenuhi 
kebutuhan penduduknya tentu menjadi tujuan dari pemerintah dan 
masyarakat, semakin bertumbuh dan majunya suatu negara tentu akan 
memberikan banyak dampak untuk masyarakat, roda ekonomi yang sehat dan 
fasilitas umum yang mumpuni dirasa mampu menunjang akomoditas dan 
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran 
yang absolute menjadi impian semua lini masyarakat, tak terkecuali 
pemerintah, namun untuk mencapai hal tersebut memerlukan upaya yang 
harus dilakukan secara bersama-sama baik dari pemerintah dan juga 
dukungan dari masyarakat. Suatu negara yang berkembang dan mampu 
memenuhi kebutuhan penduduknya tentu menjadi tujuan dari pemerintah dan 
masyarakat, semakin bertumbuh dan majunya suatu negara tentu akan 
memberikan banyak dampak untuk masyarakat, roda ekonomi yang sehat dan 
fasilitas umum yang mumpuni dirasa mampu menunjang akomoditas dan 
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Krisnadeva, 
2020). 
Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menggalakan berbagai 




dipungkiri pertumbuhan suatu daerah tidak terlepas dari pemungutan pajak, 
tak terkecuali kota Tegal. Pemungutan pajak menjadi tonggak penting untuk 
meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Beberapa tahun belakang, kota 
Tegal mengalami banyak perombakan, khususya di bidang infrastuktur dan 
tatanan kota yang makin apik dan mengikuti perkembangan zaman. 
(Jatengprov.go.id,2019) 
Salah satu pemasukan terbesar adalah pajak kendaraan bermotor, 
semakin tinggi mobilitas di suatu daerah tentu tidak bisa terlepas dari semakin 
banyaknya jumlah pengguna kendaraa bermotor, baik roda dua maupun roda 
empat. Berkembangnya kota Tegal khususnya dibidang industri dan 
pariwisata seperti saat ini tentu tidak bisa dipisahkan dari pungutan pajak 
yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal, namun sayangnya penerimaan 
pajak kendaraan bermotor saat ini mengalami penurunan, tercatat masih ada 
12.000 lebih wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor, 
seperti yang tercantum pada portal berita (https://news.ddtc.co.id/duh-
puluhan-ribu-kendaraan-bermotor-masih-belum-bayar-pajak--21690.)  
      Kantor Unit Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah atau 
Samsat wilayah Kota Tegal mencatat jumlah tunggakan pajak kendaraan 
bermotor dalam tahun berjalan ini masih tinggi. Kepala Samsat Kota Tegal 
Tuhu Sulis mengatakan sebanyak 12.932 kendaraan roda dua dan roda empat 
masih menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Nilai tunggakan pajak 
kendaraan mencapai sekitar Rp4,07 miliar (DTTC News,2020). "Data 




pertengahan Juni 2020," kata Tuhu dikutip Sabtu (20/6/2020). Target PKB 
Jawa Tengah tahun ini dipatok Rp5,2 triliiun. Sementara itu, Samsat Kota 
Tegal ditargetkan mengumpulkan PKB senilai Rp71,7 miliar. Adapun 
realisasi penerimaan PKB di Kota Tegal saat ini baru Rp28,6 miliar atau 40% 
dari target. Berdasarkan laporan yang tercantum, kota Tegal hingga 
pertengahan juni masih belum mencapai target dari realisasi pajak kendaraan 
bermoto (DTTC News, 2020). 
Fenomena yang terjadi pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di 
Kota Tegal adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi 
kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Kurangnya kepatuhan wajib pajak 
kedaraan bermotor ini tecermin dari masih banyaknya tunggakan pajak 
kendaraan bermotor. Menurut data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Aset Daerah besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal dari 
Tahun 2010 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :  
Tabel 1.1 
Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal 
Tahun 2012-2017 
 
Kecamatan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah 
Tegal Barat 65.578.000 82.908.025 96.745.525 174.687.250 198.289.500 213.545.750 831.754.050 
Tegal Timur 50.605.375 82.732.375 93.469.375 157.586.625 177.727.975 187.710.125 749.831.850 
Tegal Selatan 39.488.550 46.649.550 55.202.550 102.370.750 129.524.700 138.958.950 512.195.050 
Margadana 39.133.300 51.862.100 57.338.600 83.315.600 92.532.700 105.691.600 429.873.900 
Lain-lain 3.687.000 4.054.500 5.397.000 21.682.200 25.965.200 26.549.700 87.335.600 
Total 198.492.225 268.206.550 308.153.050 539.642.425 624.040.075 672.456.125 2.610.990.450 







Dari data di atas dapat diketahui adanya peningkatan jumlah 
tunggakan pajak kendaraan bermotor selama beberapa tahun terakhir ini. Hal 
tersebut mengindikasikan adanya penurunan kepatuhan dalam membayar 
pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjadi menarik untuk diulas dikarenakan 
pemerintah sudah menggalakan pembayaran pajak yang mudah dan murah 
melalui aplikasi online, dan sosialisasi terkait pajak juga sudah semakin masif 
digalakan, namun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin tahun 
semakin rendah.    Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
pajak dan retribusi disebutkan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor baik 
roda dua ataupun roda empat memiliki kewajiban untuk membayar pajak 
kendaraan bermotor ke pihak yang berwenang (Krisnadeva, 2020). 
 Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, sebagai pajak atas pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 
bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah sejenis pajak provinsi, tetapi 
setiap kabupaten diberikan kemampuan untuk memungut pajak kendaraan 
bermotornya sendiri, dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk 
membayar. 
Pada umumnya pajak adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya 
dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran umum pemerintah yang 
imbalannya tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Tahun 2020 ini Indonesia 




diulas, dikarenakan adanya fenomena seperti ini secara tidak langsung 
memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di semua kalangan 
masyarakat (Rusiadi, 2020). 
Penelitian yang dilakukan oleh Krisnadeva (2020) menemukan hasil 
tingkat pendapatan / penghasilan, kesadaran, kualitas dan sanksi perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Krisnadeva (2020) selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Megantara, Purnamawati, dan Sinarwat (2017), pada penelitian yang 
dilakukan didapati hasil penghasilan, sosialisasi dan kemauan berpengeruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini berlawanan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Barus (2016). Pada penelitian yang dilakukan 
didapati hasil sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
Berdasarkan adanya perbedaan penelitian dan penjelasan mengenai 
kepatuhnya wajib pajak diatas maka peneliti mereplikasi dan 
mengembangkan penelitian dan dengan adanya fenomena COVID-19 seperti 
ini saat ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Tegal dengan 
judul “Pengaruh Penghasilan, Sosialisasi Pajak, Akses Pembayaran, 
Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor di Kota Tegal-Jawa Tengah Tahun 2020” 
A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 




1. Apakah penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
2. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
3. Apakah akses pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
B. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin diperoleh dari 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
3. Untuk mengetahui pengaruh akses pembayaran terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
C. Manfaat Penelitian 
1. Aspek Teoritis 
a. Bagi Peneliti 
Bagi peneliti dapat menambah wawasan serta pengetahuan menjadikan 
perbandingan dari teori yang diterima selama diperkuliahan dengan 




2. Aspek Praktis 
a. Bagi Pemerintah Pusat 
Bagi pemerintah pusat diharapkan dapat dijadikan masukan dalam hal 
penyusunan kebijakan di masa yang akan datang. 
b. Bagi Pemerintah Daerah 
Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan masukan 
mengenai pengembangan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
















A. Landasan Teori 
1. Teori Atribusi  
 Harold Kelley (1972) mengajukan teori ini sebagai pengembangan 
dari teori atribusi Fritz Heider (1958). Ide ini menyatakan bahwa ketika 
orang melihat perilaku orang lain, mereka mencoba untuk mencari tahu 
apakah perilaku tersebut dihasilkan oleh faktor internal atau eksternal 
(Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal 
adalah perilaku yang berasal dari perilaku pribadi individu. Perilaku yang 
diinduksi secara eksternal didefinisikan sebagai perilaku yang 
dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali individu, seperti ketika 
suatu kondisi memaksa individu untuk bertindak dengan cara tertentu. 
Menurut Robbins dan Judge (2008), penentuan apakah perilaku 
disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor berikut :  
a. Kekhususan  
Perilaku individu yang menunjukkan berbagai perilaku dalam 
pengaturan yang berbeda disebut sebagai kekhususan. Jika perilaku 
tersebut dianggap normal, bisa jadi karena alasan internal. Di sisi lain, 






b. Konsensus  
Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi 
suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila 
konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. 
Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut 
disebakan secara eksternal.  
c. Konsistensi  
Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons 
dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku 
tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak 
konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.  
Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model 
penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib 
pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi atau 
pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain 
dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut 
(Jatmiko, 2006). 
Teori atribusi ini menjadi relevan untuk penelitian ini karena 
mampu memberikan penjelasan mengenai faktor – faktor apa saja yang 
dapat mempengaruhi peningkatan wajib pajak. persepsi dari dalam sendiri 
maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi 




pribadi terhadap pajak itu sendiri. Yang kemudian nantinya kesan tersebut 
akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau 
tidak. 
2. Pajak 
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2013) Pajak adalah iuran 
rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
Menurut Andriani (dalam Zain, 2016) pajak adalah iuran 
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-
undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-





Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat disimpulkan  bahwa pajak 
merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam 
pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik 
secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi 
sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah. 
Menurut Sari (2013) dari berbagai definisi tersebut diatas, baik 
pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor 
swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah 
iuran dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang 
terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 
a. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak 
antara lain boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah)  
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 
perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dalam undang-undang”.  
c. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 
wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan 
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.  
d. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) 
yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat 




kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan 
bermotor.  
e. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin 
maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun 
pembangunan), maka sisanya digunakan untuk public investment. 
Sedangkan menurut Suandy (2011) ciri-ciri pajak yang tersimpul 
dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.  
b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.  
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 
langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.  
d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah.  
e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untu 
membiayai public investment.  
f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 
pemerintah.  




Mardiasmo (2013) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 
sebagai berikut : 
a. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang).  
b. Berdasarkan Undang-Undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya.  
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.  
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas 
3. Kepatuhan Wajib Pajak 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk 
atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) 
dalam Jatmiko, A.N. (2016), kepatuhan adalah motivasi seseorang, 
kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan. Dalam  pajak,  aturan  yang  berlaku  adalah  
Undang-undang  Perpajakan. Jadi,  kepatuhan  pajak  merupakan  
kepatuhan  seseorang,  dalam  hal  ini adalah wajib pajak, terhadap 





Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi 
kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya 
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Narmantu mengatakan 
bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 
dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakan (Rahayu, 2010). 
Erard dan Feinstin mengartikan kepatuhan wajib pajak meggunakan 
teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib 
pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan 
pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Devano dan Rahayu 
2006). 
Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan 
kepatuhan  material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana 
Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan 
dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 
tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada 
tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, 
akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan 
material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua 




undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan 
formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib 
Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan 
(SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas 
waktu berakhir 
Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan 
No.544/KMK.04/2000, bahwa keriteria kepatuhan wajib pajak adalah: 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan laporan pajak untuk semua jenis pajak 
dalam 2 tahun terakhir. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.  
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.  
d. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap 
wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang 
terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.  
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit 
oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau 
pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 
fiskal. 
4. Pajak Kendaraan Bermotor. 
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 




oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 
air dan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah 
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Perda 
Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2002, bab1, pasal 1 no.11 dan 13). 
Perda tentang PKB sebagai dasar hukum dan memungut PKB adalah 
perda Jawa Tengah No. 3 tahun 2002, Perda ini dalam rangka 
melaksanakan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
Dasar hukum pajak kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan 
diatas adalah sebagai berikut :  
a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pajak Kendaraan Bermotor.  
c. UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 
BBNKB.  
Tarif PKB ditetapkan sebesar (Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 




a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan 
bermotor pribadi; 
b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan 
umum; 
c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam 
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi 
Pemerintah; 
d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat 
dan alat-alat besar. 
e. Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 
(dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan / atau roda 4 (empat) dikenakan 
tarif secara progresif. Yang dikenakan tarif secara progresif adalah 
orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu untuk: 
1) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc ke atas, termasuk 
kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi cylinder 196 cc sampai 
dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc. 
2) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang 
pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus dan Microbus 
3) Besarnya tarif progresif adalah kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua 
persen); kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen); 
kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen); kepemilikan kelima 






  Menurut penelitian yang dilakukan Pangabean (2015) “Pendapatan 
merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas 
yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, 
penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa.”. Pengertian  
penghasilan  menurut    undang-undang    PPh    (Pajak    Penghasilan)   
pasal   4   ayat   (1)   adalah   setiap   tambahan   kemampuan  ekonomis 
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi 
atau  untuk  menambah  kekayaan  wajib  pajak,  dengan  nama  dan  
dalam  bentuk apapun, termasuk:  
a. Penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa,  
yang  diterima  atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan  
honororarium,  komisi,  bonus,  gratifikasi,  uang  pensiun,  atau  
imbalan  dalam  bentuk  lainnya,    semua    pembayaran    atau    
imbalan    sehubungan    dengan    pekerjaan,  seperti  upah,  gaji,  
premi  asuransi  jiwa,  asuransi  kesehatan  yang  dibayar  oleh  
pemberi  kerja  atau  imbalan  dalam  bentuk  lainnya  adalah objek 
pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan   
dalam   bentuk   natura   yang   pada   hakekatnya   merupakan   
penghasilan. 
b. Hadiah  dari  undian,  atau  pekerjaan  atau  kegiatan,  dan  




undian,  pekerjaan,  dan  kegiatan seperti hadiah undian tabungan, 
hadiah dari pertandingan olah raga   dll   sebagainya.    
Yang   dimaksud   dengan   penghargaan   adalah   imbalan  yang  
diberikan  sehubungandengan  kegiatan  tertentu,  misalnya  imbalan  
yang  diterima  sehubungan  dengan  penemuan  benda-benda  purbakala 
(www.pajakonline.com). Salah  satu  penyebab  utama  wajib  pajak  
tidak  patuh  adalah  faktor  penghasilan  wajib  pajak  (Devano,  2006).   
Penghasilan   yang   telah   diperoleh   wajib   pajak   pada   
umumnya   hanya   digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  
Saat  muncul  kewajiban  pajak  terhadap  wajib  pajak  tersebut,  maka  
akan  timbul  masalah  antara  pemenuhan   kepentingan   pribadi   
dengan   kepentingan   sebagai   warga   Negara,   atau   lebih   tepatnya   
kepentingan   Negara   dan   sering   kali   kepentingan   pribadilah   yang   
akan   didahulukan (Susanto, 2015) 
Asumsinya   seseorang   yang berpenghasilan besar akan lebih 
patuh dalam membayar pajak karena dianggap  mampu  secara  finansial,  
dengan  tidak  meninggalkan  faktor  kesadaran  wajib  pajak  
didalamnya.  Di  sini  juga  dapat  dilihat  seberapa  besar  kepatuhan  
wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  terhadap  orang  yang  
berpenghasilan lebih, karena secara teori, orang yang berpenghasilan 
lebih telah  mampu  memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya  sehingga  
seharusnya  bisa  menyisihkan  sedikit  dari  penghasilannya  untuk  




penghasilan atau harta/uangnya (Sacrifice of income) untuk membayar 
pajak (Narisin, 2018) 
6. Sosialisasi Perpajakan 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) 
Sosialisasi  perpajakan dapat diartikan “Sebagai  upaya  yang  dilakukan  
oleh Dirjen   Pajak   untuk   memberikan   sebuah   pengetahuan   kepada 
masyarakat  dan  khususnya  Wajib  Pajak  agar  mengetahui  tentang 
segala  hal  mengenai  perpajakan  baik  peraturan  maupun  tata  cara 
perpajakan  melalui  metode-metode  yang  tepat”.  
 Namun menurut Susanto (2015) Sosialisasi Perpajakan perlu 
dilakukan untuk meningkatkan   kesadaran   dan   Kepatuhan   Wajib   
Pajak, hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk atau  cara  sosialisasi.  
Namun,  kegiatan  sosialisasi  harus  dilakukan secara  efektif  dan  
dilakukan  dengan  media-media  yang  lain  yang lebih  diketahui  
masyarakat.   
Peran  aktif  pemerintah  disini  sangat dibutuhkan untuk 
menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau 
sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara  intensif,  agar  kesadaran  
masyarakat  untuk  membayar  pajak dapat  meningkat atau dengan 
kebijakan perpajakan dan digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau 
merangsang Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan 




tidak  terpisahkan  dalam upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak 
(Farandy, 2018).  
Adanya Gerakan Nasional Sadar  dan  Peduli  Pajak  yang  
dicanangkan  pemerintah,  dimana gerakan ini melibatkan para pejabat 
tinggi negara, menteri, anggota DPR,   MPR,   pengusaha   besar,   
masyarakat,   media   masa,   dan sebagainya.  Gerakan  ini  disertai  
dengan  pembenahan  kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait 
pajak haruslah ditegakkan. Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan 
oleh Dirjen Pajak guna   mendorong   Kepatuhan   Wajib   Pajak,   salah   
satu bentuknya  adalah  diadakannya  berbagai  lomba  mulai  dari  lomba 
penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan. Kegiatan penyuluhan 
pajak juga memiliki andil  yang besar dalam mensukseskan sosalisasi 
perpajakan keseluruh wajib pajak (Isawati et  al., 2016)  
Penyuluhan    melalui    berbagai    media    seperti    media    cetak, 
elektronik,   spanduk,   serta   berbagai   penyuluhan   pajak   yang 
dilakukan  Dirjen  Pajak  diharapkan  dapat  membawa  pesan  moral 
terhadap  pentingnya  pajak  bagi  negara  dan  bukan  hanya  dapat 
meningkatkan    pengetahuan    Wajib    Pajak    tentang    peraturan 
perpajakan  yang  baru,  tetapi  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan 
kepatuhan  dari  Wajib  Pajak  sehingga  secara  otomatis  penerimaan 
pajak  juga  akan  meningkat  sesuai  dengan  target  penerimaan yang 
ditetapkan (Farandy, 2018). Setelah  mengetahui  makna  sosialisasi  




menurut  Mardiasmo (2018) “Tatacara Sosialisasi   perpajakan   yang   
diadakan   harus   sesuai   dengan peraturan pajak  yang berlaku. 
Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh  pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak  
yang  ditujukan  kepada wajib  pajak  agar  mendapatkan  pengetahuan  
dan  pemahaman pajak yang memadai”. 
a. Frekuensi Sosialisasi 
Sosialisasi    pajak    harus    dilakukan    secara    teratur    karena 
peraturan  dan  tatacara  pembayaran  pajak  biasanya  mengalami 
perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur juga akan  
terus  memberikan  informasi  yang  terbaru  sehingga  wajib pajak    
dapat    meminimalisir    kesalahan    saat    menjalankan kewajiban   
pajaknya   jika   terjadi   perubahan   peraturan   atau tatacara 
perpajakan (Angelia dan Endah, 2020). 
b. Kejelasan Sosialisasi Pajak 
Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan 
semua    informasi    kedalam    wajib    pajak.  Sosialisasi  pajak  harus  
disampaikan  dengan  jelas  agar  wajib pajak dapat memahami 
informasi yang diberikan(Angelia dan Endah, 2020). 
7. Akses Pembayaran 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 





a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil 
dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak 
untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya 
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat 
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 




Menurut Rohemah (2013) akses pajak adalah pusat kegiatan 
pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib 
pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan 
kejelasan rute. Dengan akses yang terjangkau, wajib pajak menjadi mudah 
dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 
Beberapa indikator yang menunjukkan adanya pengaruh akses yang 
mudah dalam membayar pajak yaitu (Barus, 2016:299): 
a. Lokasi unit pelayanan yang disediakan mudah dijangkau 
b. Sistem antrian pada unit pelayanan teratur 
c. Prosedur dan proses pembayaran mudah/praktis 
d. Tata letak pada unit pelayanan tertata startegis 
8. Kualitas Layanan 
Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya 
menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang (Sinambela, 2016:5). 
Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh 
publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan 




(birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam 
hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan 
yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan 
kesehatan pendidikan, dan lain-lain. 
Kualitas pelayaanan berhubungaan erat dengan pelayanan yang 
sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan 
prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel 
pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan 
pima sektor publik SESPANASLAN. Variabel dimaksud adalah 
(Sinambela, 2016): 
a. Pemerintahan yang bertugas melayani; 
b. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 
c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 
d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 
e. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan 
pelayanan; 
f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan 
standar dan asas pelayanan masyarakat; 
g. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan 
masyarakat; 
h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 




Dalam pelayanan publik banyak kemungkinan tidak adanya 
layanan yang memadai antara lain karena (Moenir, 2015:40) : 
a. Tidak / kurang adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang 
menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan 
melayani seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil 
kerjanya sudah gelisah. 
b. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai sehingga 
mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. 
c. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi sehingga 
terjadi simpang-siur penanganan tugas, tumpang tindih (over 
lapping) atau tercecernya suatu tugas tidak ada yang menangani. 
d. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya pegawai 
menjadi tidak tenang dalam bekerja dan berusaha mencari tambahan 
pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain “menjual” jasa 
pelayanan. 
e. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang 
dibebankan kepadanya. Akibatnya  hasil pekerjaan tidak memenuhi 
standar yang ditatapkan. 
f. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya 





Terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu reliability yang 
ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar, tangibles yang 
ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan 
sumber daya lainnya, responsiveness, yang ditandai dengan keinginan 
melayani konsumen dengan cepat; assurance, yang ditandai tingkat 
perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan 
empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan 
kebutuhan konsumen (Sinambela, 2016:7). 
B. Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Terdahulu 
 
Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 
Krisnadeva, Anak 
Agung Ngurah 



















Pendapatan       
X2:Kesadaran        
X3:Kualitas 










Pelayanan dan Sanksi 
Perpajakan Perusahaan 
Berpengaruh Terhadap 



















Pajak                   
X2: Fasilitas          
X3: Sosialisasi 
Perpajakan             
X4: Kualitas 











































Pajak                      
X2: Fasilitas               
X3: Kualitas 
Pelayanan              
X4: Presepsi 
Adanya Rward                      
Akses Pajak, Kualitas 
Pelayanan, dan Presepsi 









Pajak, Kemauan Wajib 



























Tilang)                     
X2: Sosialisasi               
X3: Kualitas 
Perpajakan         






Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Penelitian Terdahulu  
 
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel 
kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya adalah pada variabel bebas, dimana pada 
penelitian ini menggunakan variabel bebas penghasilan, sosialisasi pajak, akses 




menggunakan variabel bebas pendapatan, kesadaran, kualitas layanan dan sanksi. 
Penelitian Barus (2016) menggunakan variabel bebas akses pajak, fasilitas, 
sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan, penelitian Sarlina (2019) 
menggunakan variabel bebas akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan 
presepsi adanya reward, Megantara menggunakan variabel bebas penghasilan 
wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kemauan wajib pajak, serta penelitian 
Putri (2020) menggunakan variabel bebas E-tilang, sosialisasi perpajakan, kualitas 
pelayanan, kesadaran wajib pajak. 
 
C. Kerangka Pemikiran 
Pajak merupakan salah satu iuran wajib warga negara. Dibutuhkan 
sikap kepatuhan pajak untuk mencapai sistem pungutan pajak yang optimal. 
Kepatuhan pajak sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi 
tingkat penghasilan wajib pajak, sosialisasi, akses pajak serta kualitas 
perpajakan.  
Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan 
adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan semakin 
besar jumlah yang dapat dikonsumsi atau diinvestasikan. Secara rasional, 
orang yang memiliki penghasilan atau pendapatan yang tinggi cenderung 
akan lebih patuh dalam membayar pajak, karena hidupnya sudah tercukupi 




rendah, dia akan lebih mengutamkan kebutuhannya daripada membayar 
pajak. 
Pendapatan  wajib  pajak  yang  berbeda-beda  akan memengaruhi  
pola  pikir  wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajak  kendaraan 
bermotornya. Penelitian Mardiana et al. (2016) menyatakan bahwa 
pendapatan wajib   pajak   berpengaruh   positif   pada   kepatuhan   wajib   
pajak   kendaraan bermotor, selaras dengan penelitian Isawati et  al.  
(2016) dan (Farandy 2018). Semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka 
semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib   pajak. Penelitian yang dilakukan 
Megantara (2017) selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri 
(2020) dan Krisnadeva (2020) yang juga didapati hasil penghasilan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Konsep tersebut sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Megantara, Purnamawati dan 
Sinarwat (2017) yang mendapatkan hasil bahwa penghasilan wajib pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kepatuhan yang baik tentu tidak bisa dipisahkan dengan adanya 
pengetahuan tentang pajak itu sendiri, maka dari itu sangat diperlukan 
sosialisasi  perpajakan  yang  baik  untuk membuat wajib pajak mengerti 
pentingnya pajak di Indonesia. Sosialisai perpajakan yang terarah dan 
secara rutin dihrapkan dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib paja, dengan 
adanya sosialisasi perpajakan masyarakat menjadi mengerti dan paham 
mengenai manfaat membayar pajak (Winerungan,2013). sosialisasi 




dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan 
sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak, 
sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan 
kepada wajib pajak dengan tidak atau sedikit berinteraksi dengan wajib 
pajak Ketika masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor 
mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka 
semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Oleh sebab itu sosialisasi perpajakan diduga akan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
(Herryanto dan Toly, 2013). Penelitian yang dilakukan Megantara (2017) 
didapati hasil penghasilan dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak, namun tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Barus (2016) yang mengaatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajakPenelitian yang dilakukan oleh Putri dan 
Nawangsasi (2020) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh secara 
positif terhadap kepatuhan pajak 
Di era yang serba canggih seperti saat ini kemudahan dan fleksbilitas 
sangat memberikan dampak positit untuk meningkatkan minat masyarakat 
dalam membayar pajak.Keterbatasan waktu tak bisa dipungkiri 
memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu sangat 
diperlukan akses  yang  mudah  Akses tersebutmencakup lokasi yang 
mudah dijangkau, yang mudah dijangkau, sistem antrian layanan samsat 




(PKB) yang mudah serta tata letak layanan samsat tertata 
strategis.Penelitian yang dilakukan oleh Sarlina (2019) menyatakan bahwa 
akses pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak 
Pelayanan  yang  berkualitas  harus  dapat  memberikan  4K  yaitu  
keamanan, kenyamanan,  kelancaran,  dan  kepastian  hukum.  Kualitas  
pelayanan  dapat  diukur dengan  kemampuan  memberikan  pelayanan  
yang  memuaskan,  dapat  memberikan pelayanan  dengan  tanggapan,  
kemampuan, kesopanan,  dan  sikap  dapat  dipercaya yang dimiliki oleh 
aparat pajak. Disamping itu, juga memudahkan dalam melakukan 
hubungan  komunikasi  yang  baik,  memahami  kebutuhan  wajib  pajak,  
tersedianya fasilitas fisik termasuk saranan komunikasi yang memadai, 
dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (Supadmi, 2009). Penelitian yang 
dilakukan oleh Putri dan Nawangsari (2020) menyatakan bahwa kualitas 




Alur keterkaitan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
















Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 
bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 
didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang 
merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 
2012:64). Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka 
hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan diduga : 









 Kepatuhan Wajib Pajak 
(Y) 






H2. Terdapat pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
H3. Terdapat pengaruh positif akses pembayaran terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 









A. Pemilihan Metode 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 
maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, 
aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara 
fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. (Sukmadinata, 2006). 
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 
dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, 
pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek 
yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Dalam 
penelitian ini, tentang  studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan 
konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran persepsi 
peneliti. (Sukmadinata, 2006) 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner 
yang diberikan kepada responden. Sumber data primer berasal dari seluruh 





C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2017:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak 
kendaraan bermotor yang ada di wilayah  Kota Tegal pada tahun 2020 
sejumlah 524.544 (sumber data dari Laporan BPPD Kota Tegal tahun 
2020). 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81). Sampel dalam penelitian ini 
merupakan sebagian dari keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor yang 
ada di wilayah  Kota Tegal. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, menarik beberapa populasi 
untuk menjadi sampel, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 
waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari 
populasi itu. Persentase ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 
sampel yang masih dapat ditolerir yaitu sebesar 10 %. (Sugiyono, 2012).  
Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus dari 






Keterangan  : 
n  :  Ukuran Sampel 
N :  Ukuran Populasi 




 =  99,98  dibulatkan menjadi 100 orang 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 
incidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti 
dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 
cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:85). Pengambilan sampel kepada 
responden yaitu wajib pajak dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 
wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah  Kota Tegal yang ditemui di 
Kantor Samsat Kota Tegal. 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual  
Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang 
karakteristik  sesuatu  masalah  yang  hendak  diteliti. Berdasarkan  landasan  
teori  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  dapat dikemukakan  definisi  
konseptual  dari  masing-masing  variabel, sebagai berikut: 
 
            524.544 
n =     ------------------------------- 





a. Penghasilan  
Menurut penelitian yang dilakukan Pangabean (2015) “Pendapatan 
merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang 
normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, 
penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa.”. 
b. Sosialisasi Perpajakan 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) 
Sosialisasi  perpajakan dapat diartikan “Sebagai  upaya  yang  dilakukan  
oleh Dirjen   Pajak   untuk   memberikan   sebuah   pengetahuan   kepada 
masyarakat  dan  khususnya  Wajib  Pajak  agar  mengetahui  tentang 
segala  hal  mengenai  perpajakan  baik  peraturan  maupun  tata  cara 
perpajakan  melalui  metode-metode  yang  tepat”.  
c. Akses Pembayaran 
Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi 
yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk 
menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute, sehingga 
memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
(Sarlina, 2019) 
d. Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan adalah kualitas yang diberikan oleh pihak atau instansi 






e. Kepatuhan Wajib Pajak  
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan 
oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebagai kontribusi 
bagi pembangunan Negara. Dengan wajib pajak menjadi patuh dalam 
membayar pajak dan mengerti akan pentingnya pajak bagi pembangunan 
ekonomi nasional, maka dapat meningkatkan pendapatan Negara. 
(Noviana, 2020) 
2. Definisi Operasional 
Definisi   operasional   variabel   penelitian   menurut   Sugiyono (2015) 
adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan  yang  
memiliki  variasi  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh peneliti   untuk   
dipelajari   dan   kemudian   ditarik   kesimpulannya. Definisi    variabel-
variabel    penelitian    harus    dirumuskan    untuk menghindari kesesatan 
dalam mengumpulkan data.   
Tabel 3.1 
Definisi  Konseptual Dan Operasional 
 







 Tepat waktu dalam 
menyampaikan laporan 

















Variabel Dimensi Indikator 
Skala 
Pengukuran 
Penghasilan Nilai Pajak  Menyanggupi nilai pajak Skala Interval 










 Memberikan informasi pada 





 Media cetak 
 Media Elektronik 
Manfaat  Pentingnya sosialisasi 
 Ketentuan perpajakan 
Akses Pajak Lokasi 
mudah 
dijangkau  
 Lokasi instansi mudah 
dijangkau dengan 
kendaraan umum. 






 Menggunakan system 
antrian 





 Proses pembayaran cepat 
 Prodsedur pembayaran jelas 
Tata letak  Tata letak atau pengaturan 
ruangan bagus. 








 Informasi produk 
Daya tanggap  Pelayanan terhadap 
konsumen 
 Respon terhadap keluhan 
Jaminan  Jaminan keamanan 
 Jaminan kualitas 
Empati  Ramah terhadap konsumen. 
 Peduli terhadap konsumen 
Bukti fisik  Kelengkapan peralatan  





E. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
 Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data 
yang diukur dalam suatu skala numeric (angka) menggunakan data rasio yaitu 
diukur dengan menggunakan suatu proporsi atau menggunakan presentase. 
1. Data Primer 
      Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan d. 
Kuncoro (2007:25). Data primer dalam penelitian ini yaitu 100 responden 
wajib pajak di Kota Tegal. 
2. Data Sekunder 
      Data sekunder adalah data yang bukan dikumpulkan sendiri 
pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu 
dokumen yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aset dan 
Daerah, dari internet, buku undang-undang, dan sumber lainnya yang 
berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor.  
 
F. Metode Pengumpulan Data 
Guna memperoleh data yang valid, relevan dan akurat maka teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  metode  kuesioner.  
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 
atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2015: 194). Kuesioner yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan lima alternatif jawaban 




1. Jawaban SS  (Sangat Setuju) diberi skor 5 
2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 4 
3. Jawaban KS (Kurang Setuju) diberi skor 3 
4. Jawaban TS  (Tidak Setuju) diberi skor 2 
5. Jawaban STS  (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 
G. Metode Pengujian Instrumen Penelitian 
Dalam setiap penelitian, masalah penggunaan alat-alat ukur perlu mendapat 
perhatian agar hasil yang diperoleh adalah benar-benar dan dapat mencerminkan 
keadaan yang sesungguhnya dari masalah yang akan diteliti. Alat ukur yang ilmiah 
haruslah memenuhi kriteria sahih dan terandalkan (valid dan reliabel). 
1. Uji Validitas  
Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
butir pernyataan. Skala butir pernyataan disebut valid, jika melakukan apa 
yang seharusnya diukur. Jika skala pengukuran tidak valid maka tidak 
bermanfaat bagi peneliti, sebab tidak mengukur apa yang seharusnya 
dilakukan (Sunyoto, 2012: 55).  
Ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dikatakan mempunyai 
validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan alat 
fungsi ukurnya, atau memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan 
maksud pengukuran tersebut.  Metode yang sering digunakan untuk 
memberikan penilaian dengan validitas kuesioner adalah korelasi product 
momen (moment product correlation, Pearson correlation) antara skor 




inter item total correlation. Rumus korelasi product moment adalah 
sebagai berikut (Arikunto 2010 : 213)  
           
Keterangan: 
rxy =  koefisien korelasi 
n =  jumlah responden 
ΣXY =  jumlah hasil perkalian skor butir dengan skor total 
ΣX =  jumlah skor butir 
ΣX2 =  jumlah skor butir kuadrat 
ΣY =  jumlah skor total 
ΣY2 =  jumlah skor total kuadrat 
Dari perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-masing 
butir pertanyaan. Butir pernyataan tersebut dikatakan valid atau sahih jika 
r hitung ≥ daripada r tabel. Butir pernyataan tersebut dikatakan tidak valid jika 
r hitung ≤ daripada r tabel. 
2. Uji Reliabilitas 
Instrumen yang reliabel belum tentu valid, sedangkan  instrumen yang 
valid pada umumnya pasti reliabel. Dengan demikian pengujian reliabilitas 
instrumen harus dilakukan karena, merupakan syarat untuk pengujian 
validitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini mengukur 




untuk mencari reliabilitas instrumen digunakan rumus Alpha sebagai berikut   




r11 : reliabilitas instrumen 
K : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
b
2  : jumlah varians butir 
1
2  : jumlah varians total 
Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal dilakukan dengan cara 
mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis  
butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini digunakan tehnik Cronbach’s  Alfa 
(koefisien alfa). Suatu item pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila 
memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6  (Ghozali, 2011: 48). 
H. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis 
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 
adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis berupa uji 
simultan dan uji parsial, serta koefisien determinasi.  
1. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan 
heterokedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian normalitas, 



























pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan dilakukan 
penelitian ini (Ghozali, 2011: 105-140). 
a. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen. Jika variabel independensaling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel 
independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 
dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 
lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 
menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 
variabel independen lainnya.  
Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 
variabel dependen (terikat) dan direges terhadap variabel independen 
lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai toleransi 
yang rendah sama dengan nilai yang rendah sama dngan nilai VIF tinggi 
(karena VIF = 1/ Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau 
sama dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat 
kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai missal nilai tolerance = 




dapat dideteksi dengan nilai Tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak 
mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling 
berkorelasi (Ghozali, 2011: 105). 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda 
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data 
crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 
besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah 
dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) 
yaitu ZPRED dengan residulnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 
Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada tidaknya pola 
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu 
Y adalah Y yang telah diprediksi, daan sumbu X adalah residual (Y 
prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 




2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
(Ghozali, 2011: 139).  
c. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 
distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 
tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi apakah 
residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun 
demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan 
khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 
adalah dengan melihat normal probality plot yang membandingkan 
distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan gaaris diagonal. Jika distribusi data residual normal, 
maka garis garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 






2. Analisis Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Rumus yang digunakan adalah : 
Ŷ   = a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 
Keterangan : 
Ŷ   = Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak 
a  = Konstanta 
b1,b2,b3,b4 = Koefisien regresi  
X1  = Penghasilan 
X2  = Sosialisasi pajak 
X3  = Akses pembayaran 
X4  = Kualitas layanan 
e = error 
3. Pengujian Hipotesis 
a. Uji Kelayakan model  
Uji  statistik F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua variabel  
independen  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama/simultan terhadap variabel dependen (Ghozali,  
2011).   
Untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  (terhadap variabel  
dependen  dilakukan  dengan  melihat  pada  koefisien beta.  Pengambilan  




probabilitas  yang  didapatkan  dari  hasil pengolahan data melalui program 
SPSS sebagai berikut:  
1) Jika signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima 
2) Jika signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak 
Jika  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  atau  5%  maka 
hipotesis  yang  diajukan  diterima  atau  dikatakan  signifikan  (Ha diterima 
dan H0 ditolak), artinya secara simultan variabel bebas berpengaruh  
signifikan  terhadap  variabel  dependen  (Y)  = hipotesis diterima.  Jika  
tingkat  signifikansi  lebih  besar  0,05  atau  5%  maka hipotesis  yang  
diajukan  ditolak  atau  dikatakan  tidak  signifikan, artinya secara simultan 
variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) 
= hipotesis ditolak. 
b. Uji Parsial (Uji t) 
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh 
pengaruh  satu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dengan  
menganggap  variabel  independen  lainnya  konstan  (Ghozali:  2011). 
Pengambilan  keputusan  uji  hipotesis  secara  parsial  juga didasarkan  
pada  nilai  probabilitas  yang  didapatkan  dari  hasil pengolahan  data  
melalui  program  SPSS  Statistik  Parametrik (Santoso, 2004:168) sebagai 
berikut:  
1) Jika signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima 





4. Koefisien Determinasi 
Koefisien  determinasi  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 
kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen. Nilai  R2 
terletak  antara  0  sampai  dengan  1  (0  ≤  R2 ≤  1).  Tujuan menghitung  
koefisien  determinasi  adalah  untuk  mengetahui pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Jika dalam proses mendapatkan  nilai  R2 yang  tinggi  






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Tegal 
Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu 
menghasilkan tanaman pertanian. Sumber lain menyatakan, nama Tegal 
dipercaya berasal dari kata Teteguall. Sebutan yang diberikan seorang 
pedagang asal Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di Pelabuhan 
Tegal pada tahun 1500 –an (Suputro, 1955). Namun sejarah tlatah 
Kabupaten Tegal tak dapat diepaskan dari ketokohan Ki Gede Sebayu. 
Namanya dikaitkan dengan trah Majapahit, karena sang ayah Ki Gede 
Tepus Rumput (kelak bernama Pangeran Onje) ialah keturunan Batara 
Katong Adipati Ponorogo yang masih punya kaitan dengan keturunan 
dinasti Majapahit (https://utama.tegalkab.go.id)  
Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi dari kota Tegal tidak 
lepas dari peran Ki Gede Sebayu.  Bangsawan ini adalah saudara dari 
Raden Benowo yang pergi ke arah  Barat dan sampai di tepian sungai 
Gung. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan 
berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan 
memperluas lahan serta membuat saluran pengairan.  Daerah yang 
sebagian besar merupakan tanah ladang tersebut kemudian dinamakan 




merupakan ahli agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam 
menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas jasanya 
tersebut, akhirnya beliau diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga 
masyarakat.  Kemudian oleh Bupati Pemalang dikukuhkan menjadi 
sesepuh dengan pangkat juru Demung atau Demang 
(https://www.tegalkota.go.id).  
Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi pemimpin Tegal 
dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen 
padi dan hasil pertanian lainnya.   Perayaan  tersebut tepat di bulan 
purnama tanggal 15 Sapar tahun EHE 988 yang bertepatan dengan hari 
jum’at 12 april 1580. Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran dan 
budaya agama Islam yang hingga sekarang masih berpengaruh pada 
kehidupan masyarakat. Hari, tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat 
menjadi juru Demung itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 28 juli 1988 
(https://www.tegalkota.go.id).  
Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa 
Tengah terletak 109°08´ sampai 109°10´ garis Bujur Timur dan 6°50´ 
sampai 6°53´ garis Lintang Selatan. Sebelah utara dibatasi oleh Laut 
Jawa, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Tegal, sebelah timur 





Kota Tegal mempunyai relief daerah dataran rendah yang 
berketinggian dari permukaan air laut ± 3 meter. Struktur tanah terdiri 
dari tanah pasir dan tanah liat. Kota Tegal dilihat dari struktur topografi 
kota yang spesifik, mempunyai laut, tambak dan dataran rendah, itu 
merupakan potensi untuk dikembangkan menjadi kota pantai 
metropolitan. Sumber daya lahan Kota Tegal diwujudkan untuk kawasan 
hijau budidaya yaitu dari pertanian dan pertambakan, sedangkan kawasan 
hijau konversi tetap dilestarikan. Kota Tegal memiliki pertumbuhan yang 
cukup baik (darat dan laut). Sistem jaringan jalan dan transportasi sangat 
baik, itu sangat mendukung Kota Tegal sebagai salah satu Kota 
Metropolitan di Jawa Tengah, dan dapat dikatakan sangat strategis 
karena terletak di pertigaan jalur kota besar yaitu Purwokerto – Tegal – 
Jakarta dan Semarang – Tegal – Jakarta. 
Wilayah Kota Tegal secara administrasi terbagi menjadi 4 
kecamatan yaitu kecamatan Tegal Selatan, kecamatan Tegal Timur, 
kecamatan Tegal Barat dan kecamatan Margadana. Keempat kecamatan 
tersebut terbagi menjadi 27 kelurahan yang terbagi lagi menjadi 159 
Rukun Warga (RW) dan 1 071 Rukun Tetangga (RT). Sejak Tahun 2011 
jumlah RW dan RT ini tidak mengalami perubahan. Tegal Selatan terdiri 
dari 8 kelurahan. Wilayah ini terdiri dari 239 RT dan tergabung dalam 42 
RW. Kecamatan Tegal Timur terdiri dari 5 kelurahan, yang terbagi 
menjadi 361 RT dan tergabung dalam 41 RW. Kecamatan Tegal Barat 




Margadana terdiri dari 7 kelurahan, 192 RT dan tergabung dalam 35 RW. 
Panggung merupakan kelurahan dengan RT terbanyak yaitu 137 RT 
sedangkan Kelurahan Kemandungan memiliki jumlah RT terkecil yaitu 
13 RT. Kelurahan yang mempunyai RW terbanyak yaitu Panggung dan 
Tegalsari masing-masing sebanyak 14 RW sedangkan Pesurungan Kidul 
dan Sumurpanggang memiliki jumlah RW terkecil masing-masing 2 RW 
(BPS, 2020). 
2. Sejarah Berdirinya SAMSAT 
Sejarah berdirinya SAMSAT diawali dengan adanya suatu gagasan 
yang disampaikan oleh Dinas pendapatan Daerah Tingkat I se Indonesia 
yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh 
Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1976 tanggal 
24 Maret 1976. Yang mendasari usulan tersebut adalah pelaksanaan 
SAMSAT yang diujicobakan di DKI Jakarta selama 4 tahun (1972-1976) 
yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah 
dan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata usulan tersebut mendapat 
dukungan dari peserta penataran dan menghasilkan suatu keputusan 
untuk melaksanakan SAMSAT di seluruh Indonesia. Sebagai realisasi 
keputusan penataran yang disampaikan kepada pimpinan pemerintah, 
dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri keuangan dan Menteri 
Pertahanan dan Keamanan, maka dikeluarkan persetujuan dari 




(SKB) yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu dan Mendagri pada 
tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13/XII/1976; Kep. 
1693/MK/IV/12/1976: 311 Tahun 1976. Untuk penjabaran SKB tersebut, 
dalam pelaksanaannya disusun pedoman/petunjuk Pelaksaan Sistem 
Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, 
pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 Tanggal 28 Juni 
1977 (http://dppad.jatengprov.go.id/samsat/sejarah/).  
Untuk merealisasikan pelaksanaan SAMSAT Urusan PKB, 
BBNKB, SWDKLLJ dan STNK di Propinsi Jawa Tengah diawali dengan 
kegiatan survei ke Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan secara 
khusus ke kantor SAMSAT DKI Jakarta yang gedungnya berada di 
komplek KODAK Metro Jaya. Hasil survei yang dibawa dari DKI 
Jakarta tersebut, diolah dalam forum rapat koordinasi ketiga unsur 
(POLRI, Jasa Raharja dan Dipenda) secara berulang-ulang untuk 
memadukan kesatuan pendapat, dan akhirnya dengan saling pengertian 
dan ketiga unsur menghasilkan rencana terpadu yang ditandatangani oleh 
ketiga pimpinan tersebut. 
Setelah semua sarana yang diperlukan dapat disiapkan, pada 
tanggal 2 Desember 1977 dimulai pelaksanaan SAMSAT secara serentak 
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berlokasi di enam 
Komtares yaitu Semarang, Pekalongan, Purwokerto, Magelang, 




kantor bersama SAMSAT urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan STNK 
yang dipusatkan di Semarang. 
Pada permulaan penerapan SAMSAT di Propinsi Daerah Jawa 
Tengah yang dimulai tanggal 2 Desember 1977 itu masih dalam bentuk 
One Roof (satu atap) belum On Line (satu jalur). Jadi pelaksanaannya 
masih sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi masing-masing instansi, tetapi 
sudah satu atap. Semua formulir yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengurusan STNK dan pajak atau asuransi masih menggunakan formulir 
masing-masing instansi karena pada saat itu masih dalam taraf peralihan 
dari sistem gaya lama ke gaya baru, tetapi untuk penetapan pajak dan 
jasa raharja sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada 
STNK khususnya dalam hal tahun pajak dari tahun takwim (1 Januari 
sampai dengan Desember) yang digunakan dalam perhitungan pajak dan 
jasa raharja sudah dirubah dan disesuaikan dengan tanggal/masa berlaku 
STNK. Keadaan semacam ini berjalan sampai bulan bulan Maret 1978, 
kemudian mulai 1 April 1978 dilaksanakan serentak sistem terpadu (one 
roof and one line) di semua wilayah eks Karesidenan dan Daerah Tingkat 
II (KOMRES) yang sudah ada kantor Perwakilan Dipendanya 
(http://dppad.jatengprov.go.id/samsat/sejarah/).  
Setelah SAMSAT urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan STNK 
dapat berhasil dilaksanakan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
yang ditandai dengan peresmian pembukaan Kantor Bersama SAMSAT 




pembukaan semua kantor Bersama untuk enam wilayah eks Karesidenan 
se Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Tim pembina 
SAMSAT Tingkat I Jawa Tengah mulai memikirkan untuk 
merealisasikan tahapan pelaksanaan di tiap-tiap KOMRES atau Daerah 
Tingkat II. Pengembangan SAMSAT di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah diatur secara bertahap (http://dppad.jatengprov.go.id).   
Pada tahap pertama pengembangan SAMSAT dilakukan dengan 
membuka kantor Bersama di delapan wilayah KOMRES, yaitu untuk 
wilayah (http://dppad.jatengprov.go.id): 
a. Salatiga, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Semarang dan Kota 
Salatiga. 
b. Purworejo, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Purworejo dan 
Kebumen. 
c. Cilacap, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Cilacap. 
d. Kudus, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Kudus dan Jepara. 
e. Tegal, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan 
Brebes. 
f. Semarang Unit II, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Demak, 
Kendal dan Purwodadi. 
g. Klaten, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Klaten. 
h. Surakarta Unit II, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten 
Karanganyar, 




Pembukaan Kantor Bersama SAMSAT tersebut, disamping 
disesuaikan dengan adanya Kantor Perwakilan Dipenda yang ada pada 
waktu itu, juga disesuaikan dengan kemampuan dana dan kesulitan 
pencarian tanah untuk lokasi Kantor Bersama. Pada saat itu lokasi tanah 
untuk pembangunan kantor Bersama SAMSAT ada yang berada di 
Kompleks POLRI Tingkat KOMRES, ada yang dilakukan dengan 
membeli tanah oleh pihak Dipenda Tingkat I. Adapun untuk bangunan 
kedelapan gedung Kantor Bersama tersebut dibiayai oleh Dipenda 
Tingkat I dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
1977/1978 (http://dppad.jatengprov.go.id). 
3. Visi dan Misi 
Visi dari Kantor Samsat Kota Tegal yaitu Terwujudnya pelayanan 
prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintahan yang bersih. 
Sedangkan Misi dari Kantor Samsat Kota Tegal meliputi : meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan sumber daya 
manusia, meningkatkan identifikasi dan keamanan kepemilikan 
kendaraan bermotor, meningkatkan penerimaan daerah dan pusat. 
4.  Aparat Pelaksana dan Koordinator 
a. Aparat pelaksana Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari unsur 
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan 
Propinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang. 




1) Unit Pelayanan : Petugas Dipenda dan polri 
2) Unit Administrasi : Petugas Dipenda, Polri dan Jasa Raharja. 
3) Unit Pembayaran : Petugas Dipenda (Bendaharawan SAMSAT). 
4) Unit Pencetakan : Petugas Dipenda dan Polri. 
5) Unit Penyerahan : Petugas Polri. 
6) Unit Arsip : Petugas Polri dan Dipenda. 
7) Unit Informasi : Petugas Polri dan Dipenda. 
c. Koordinator pada Kantor Bersama SAMSAT, dijabat oleh: 
1) SAMSAT Ibu Kota Propinsi : Pa. Regident Ditlantas Polda 
2) SAMSAT Daerah Kabupaten atau Kota : Pa. Lantas Fungsi 
Regident. 
5. Sumber Daya Manusia 
1. Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT harus 
memiliki kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh Tim Pembina 
SAMSAT Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 
2. Jumlah Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT 
ditetapkan oleh Tim Pembina SAMSAT Pusat berdasarkan beban 
tugas/jumlah pelayanan. 
3. Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT tidak 
diberikan tugas lain diluar SAMSAT. 
4. Setiap mutasi personil Kantor Bersama SAMSAT harus 




5. Untuk peningkatan Disiplin dan sikap mental personil Kantor 
Bersama SAMSAT, harus dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina 
SAMSAT secara berkala. 
6. Untuk meningkatkan profesionalisme personil Kantor Bersama 
SAMSAT dilakukan Program Orientasi/Pembekalan oleh Tim 
Pembina SAMSAT Pusat dan atau Propinsi. 
B. Hasil Penelitian 
Penelitian ini menguji apakah penghasilan wajib pajak, sosialisasi pajak, 
akses pembayaran, kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor di Kota Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan 
membagikan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di 
wilayah Kota Tegal. Penelitian dilakukan di Samsat Kota Tegal Jl. Ki Gede 
Sebayu nomor 6, Tegal, Jawa Tengah pada saat jam pelayanan dengan 
memberikan kuesioner kepada wajib pajak yang hadir atau mengunjungi  Samsat 
Kota Tegal.  Data kuesioner yang diperoleh sebanyak 109 kuesioner, dan 
kuesioner yang memenuhi syarat untuk diolah sebanyak 100 kuesioner karena 
terdapat 9 kuesioner yang tidak dapat dipakai karena pengisiannya tidak lengkap 









1. Identitas Responden 
Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.1 
Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
Laki-laki 69 69 % 
Perempuan 31 31 % 
Jumlah 100 100% 
  Sumber: Data diolah, 2021 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 
merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah  Kota Tegal 
yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 69 responden (69 %), dan yang 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 31 responden  (31%).  Identitas 
responden berdasarkan usia pada penelitian ini  dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 
Tabel  4.2 
Identitas Responden berdasarkan Umur 
 
Umur Jumlah Presentase 
21-30 Tahun 12 12% 
31-40 Tahun 33 33% 
41-50 Tahun 46 46% 
Di atas 51 tahun 9 9% 
Jumlah 100 100% 
   Sumber: Data diolah, 2021  
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah  Kota 




46 %, yang berusia antara 21 – 30 tahun sebanyak 12  responden atau 12 
%, yang berusia antara 31 – 40 tahun sebanyak 33 responden atau 33%, 
dan sisanya responden yang berusia ≥ 51 tahun sebanyak 9 responden 
atau 9 %.  
Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan responden pada 
penelitian ini  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel  4.3 
Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 
Pendidikan Jumlah Presentase 
SMA 49 49% 
D3 19 19% 
S1 26 26% 
S2 15 15% 
Jumlah 100 100% 
                      Sumber: Data diolah, 2021 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah  Kota 
Tegal yang mempunyai tingkat pendidikan tertinggi SMA yaitu sebanyak 
49 responden atau 49 %, yang mempunyai tingkat pendidikan tertinggi 
D3 yaitu sebanyak 19 responden atau 19 %, yang mempunyai tingkat 
pendidikan tertinggi S1 yaitu sebanyak 26 responden atau 26 %, dan 
sisanya responden yang mempunyai tingkat pendidikan tertinggi S2 yaitu 







2. Uji Validitas Instrumen Penelitian 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan dan kesatuan suatu instrumen. Pada penelitian ini uji validitas  
untuk menguji instrumen penelitian akan dilakukan kepada 30 orang 
responden. Alasan dilakukan uji instrument kapada 30 orang adalah karena 
menurut Sugiyono (2014: 208) dalam praktiknya untuk uji validitas 
dilakukan kepada 30 orang.  Berikut ini adalah hasil perhitungan uji 
validitas instrumen penelitian : 
Tabel 4.4 
Hasil uji Validitas Instrumen Penelitian 
No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
 Penghasilan Wajib Pajak 
1 X1_1 0,592 0,361 Valid 
2 X1_2 0,563 0,361 Valid 
3 X1_3 0,636 0,361 Valid 
4 X1_4 0,605 0,361 Valid 
5 X1_5 0,615 0,361 Valid 
6 X1_6 0,669 0,361 Valid 
Sosialisasi perpajakan 
1 X1_1 0,692 0,361 Valid 
2 X1_2 0,763 0,361 Valid 
3 X1_3 0,710 0,361 Valid 
4 X1_4 0,366 0,361 Valid 
5 X1_5 0,621 0,361 Valid 
6 X1_6 0,585 0,361 Valid 
7 X1_7 0,717 0,361 Valid 
8 X1_8 0,522 0,361 Valid 
Akses  Perpajakan 
1 X3_1 0,711 0,361 Valid 
2 X3_2 0,569 0,361 Valid 
3 X3_3 0,793 0,361 Valid 




No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
5 X3_5 0,600 0,361 Valid 
6 X3_6 0,531 0,361 Valid 
7 X3_7 0,486 0,361 Valid 
8 X3_8 0,643 0,361 Valid 
Kualitas Pelayanan 
1 X4_1 0,755 0,361 Valid 
2 X4_2 0,771 0,361 Valid 
3 X4_3 0,740 0,361 Valid 
4 X4_4 0,643 0,361 Valid 
5 X4_5 0,610 0,361 Valid 
6 X4_6 0,454     
7 X4_7 0,771     
8 X4_8 0,740 0,361 Valid 
9 X4_9 0,646 0,361 Valid 
10 X4_10 0,632 0,361 Valid 
Kepatuhan Wajib pajak 
1 Y_1 0,615 0,361 Valid 
2 Y_2 0,640 0,361 Valid 
3 Y_3 0,474 0,361 Valid 
4 Y_4 0,737 0,361 Valid 
5 Y_5 0,672 0,361 Valid 
6 Y_6 0,437 0,361 Valid 
7 Y_7 0,682 0,361 Valid 
8 Y_8 0,419 0,361 Valid 
 
Jumlah butir soal uji coba penghasilan wajib pajak, sosialisasi pajak, 
akses pembayaran, kualitas layanan, dan keputuhan wajib pajak dilakukan uji 
coba instrumen kepada 30 responden dengan taraf signifikan 0,05 sehingga 
didapat rtabel = 0,361. Hasil pengujian menunjukkan hasil rhitung setiap 
pertanyaan pada masing-masing variabel lebih besar dari nilai kritis (rtabel), 




variabel dalam penelitian ini adalah valid dan dapat dilanjutkan sebagai 
instrumen penelitian. 
3. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 
data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 
bersifat tendensius mengarahkan  responden untuk memilih jawaban-
jawaban tertentu. Dalam penelitian ini, untuk mencari reliabilitas 
instrumen digunakan rumus Alpha. Berikut ini adalah hasil pengujian 
reliabilitas instrumen dalam penelitian ini: 
Tabel 4.5 
Hasil uji Reliabilitas Instrumen 
 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Penghasiln wajib pajak 0,798 Reliabel 
Sosialisasi perpajakan 0,774 Reliabel 
Akses perpajakan 0,724 Reliabel 
Kualitas pelayanan 0,862 Reliabel 
Kepatuhan wajib pajak 0,725 Reliabel 
    Sumber: Data diolah, 2021 
Dari hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel penghasilan 
wajib pajak diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,798, reliabilitas instrumen 
variabel sosialsasi perpajakan diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,774, 
reliabilitas instrumen variabel akses perpajakan diperoleh nilai reliabilitas 
sebesar 0,724, reliabilitas instrumen variabel kualitas perpajakn diperoleh 
nilai reliabilitas sebesar 0,862 dan reliabilitas instrumen variabel kepatuhan 




reliabel apabila nilai α > 0,6 (Ghozali, 2011: 76). Karena nilai cronbach’s 
alpha setiap variabel dalam penelitian ini > 0,6 maka kuesioner tersebut 
dikatakan reliabel.  
4. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan 
heterokedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian normalitas, 
multikolinierritas, autokorelasi dan heterokedastisitas sebelum dilakukan 
pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan 
dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011: 105-140). 
a. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Nilai cut off yang umum dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau 
sama dengan nilai VIF ≥ 10.  
Tabel 4.6 



















Dari hasil perhitungan uji asumnsi klasik pada bagian collinearity 
statistic terlihat untuk dua variabel independen, angka pada masing-
masing variabel bebas yaitu sebesar  1,273; 1,841; 2,311; dan 1,570 
yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang 
diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10. Nilai tolerance yang 
diperoleh adalah 0,786; 0,543; 0,433 dan 0,637 yang lebih besar dari 
0,10 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi 
tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Dasar analisis jika tidak ada pola 
yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di bawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).  
 
Gambar 4.1 




Dan berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
c. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi memilki distribusi normal. Asumsi Normalitas merupakan 
asumsi dimana setiap variabel dan semua kombinasi linear dari 
variabel terdistribusi dengan normal. Cara mendeteksi normalitas 
dilakukan dengan cara : 
1) Analisis Grafik 
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual 
adalah dengan melihat normal probability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika 
distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 
data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berikut ini 






Hasil Uji Normalitas 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini 
dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 
dan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian 
dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau 
memenuhi asumsi normalitas.  
2) Analisis Statistik 
Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak 
hati-hati, secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik 
bisa sebaliknya. Ketentuan pengambilan keputusan pada  uji 
Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di atas 0,05 
berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 































Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai kolmogorov 
smirnov sebesar 0,585 dengan probability asymp.sig (2-tailed) 
sebesar 0,884. Perbandingan antara probability dengan standar 
signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai 
probability dari semua variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga 
menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini semuanya  
normal. 
5. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 
ketergantunganm variabel dependen (terkait) dengan satu atau lebih 
variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 
dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 






Hasil Uji Regresi Berganda 
Coefficientsa
-1,326 1,961 -,676 ,501
,223 ,079 ,175 2,807 ,006
,152 ,066 ,174 2,311 ,023
,216 ,064 ,285 3,381 ,001















Dependent Variable: Kepatuhan WPa. 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu Ŷ =                      
-1,326 + 0,223 X1 + 0,152 X2 + 0,216 X3 + 0,421 X4.+ e.   Berdasarkan 
persamaan regresi berganda di atas dapat diambil suatu analisis bahwa:  
a. Konstanta sebesar -1,326  artinya jika tidak ada variabel penghasilan 
wajib pajak, sosialisasi pajak, akses pembayaran dan kualitas layanan 
maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar -
1,326 satuan.  
b. Koefisien regresi untuk variabel penghasilan wajib pajak sebesar 0,361 
bertanda positif artinya jika variabel penghasilan wajib pajak 
ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,223 
satuan. 
c. Koefisien regresi untuk variabel sosialisasi pajak sebesar 0,196 bertanda 




variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,152 satuan.  
d. Koefisien regresi untuk variabel akses pembayaran sebesar bertanda 
positif 0,216 artinya jika variabel akses pembayaran ditingkatkan 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,216 satuan. 
e. Koefisien regresi untuk variabel kualitas layanan sebesar bertanda 
positif 0,421 artinya jika variabel kualitas layanan ditingkatkan 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,421 satuan. 
6. Uji Kelayakan Model 
Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji  statistik 
F  yang pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua variabel  
independen  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama/simultan terhadap variabel dependen.   
Tabel 4.10  
Hasil Uji Statistik F 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Pelayanan, Penghasilan, Sosialisasi, Aksesa. 
Dependent Variable: Kepatuhan WPb. 
 
 
Berdasarkan hasil kelayakan model  pada tabel di atas diperoleh hasil 




sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini sudah tepat, artinya semua variabel 
independennya yaitu variabel penghasilan wajib pajak, sosialisasi pajak, 
akses pembayaran dan kualitas layanan secara simultan merupakan penjelas 
yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor di Kota Tegal. 
7. Pengujian Hipotesis 
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh 
pengaruh  satu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen 
dengan  menganggap  variabel  independen  lainnya  konstan. 
 
Tabel 4.10  
Hasil Pengujian Hipotesis 
Coefficientsa
-1,326 1,961 -,676 ,501
,223 ,079 ,175 2,807 ,006
,152 ,066 ,174 2,311 ,023
,216 ,064 ,285 3,381 ,001















Dependent Variable: Kepatuhan WPa. 
 
 
Dari perhitungan uji hipotesis penghasilan wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 2,807 > ttabel sebesar 
1,98 dengan nilai sig = 0,006 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 




Dari perhitungan uji hipotesis sosialisasi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 2,311 > ttabel sebesar 
1,98 dengan nilai sig = 0,023 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sehingga hipotesis kedua dapat diterima kebenarannya. 
Dari perhitungan uji hipotesis akses pembayaran terhadap 
kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 3,381 > ttabel sebesar 
1,98 dengan nilai sig = 0,001 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh akses pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sehingga hipotesis ketiga dapat diterima kebenarannya. 
Dari perhitungan uji hipotesis kualitas layanan terhadap kepatuhan 
wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 6,223 > ttabel sebesar 1,98 
dengan nilai sig = 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sehingga hipotesis keempat dapat diterima kebenarannya. 
8. Koefisien Determinasi 
Koefisien  determinasi  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 
kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen. 
Tujuan menghitung koefisien  determinasi  adalah  untuk  mengetahui 









Tabel 4.11  
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
Model Summary












Besarnya pengaruh penghasilan wajib pajak, sosialisasi pajak, akses 
pembayaran dan kualitas layanan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak adalah sebesar 69,7 % dan selebihnya yaitu sebesar 30,3 % 
dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 
C. Pembahasan 
1. Pengaruh Penghasilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Dari perhitungan uji hipotesis penghasilan wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 2,807 > ttabel sebesar 
1,98 dengan nilai sig = 0,006 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak, sehingga hipotesis pertama dapat diterima kebenarannya. 
Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan 
penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat 
penghasilan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi atau 
diinvestasikan. Secara rasional, orang yang memiliki penghasilan atau 




pajak, karena hidupnya sudah tercukupi dan tidak kekurangan berbeda 
dengan seseorang yang penghasilannya masih rendah, dia akan lebih 
mengutamkan kebutuhannya daripada membayar pajak. Pendapatan  wajib  
pajak  yang  berbeda-beda  akan memengaruhi  pola  pikir  wajib  pajak  
dalam  membayarkan  pajak  kendaraan bermotornya.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Mardiana et al. (2016) menyatakan bahwa pendapatan wajib   pajak   
berpengaruh   positif   pada   kepatuhan   wajib   pajak   kendaraan 
bermotor, selaras dengan penelitian Isawati et  al.  (2016) dan (Farandy 
2018). Semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi 
tingkat kepatuhan wajib   pajak. Penelitian yang dilakukan Megantara 
(2017) selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dan 
Krisnadeva (2020) yang juga didapati hasil penghasilan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Konsep tersebut sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Megantara, Purnamawati dan Sinarwat (2017) yang 
mendapatkan hasil bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak TerhadapKepatuhanWajibPajak 
Dari perhitungan uji hipotesis sosialisasi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 2,311 > ttabel sebesar 
1,98 dengan nilai sig = 0,023 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 




Kepatuhan yang baik tentu tidak bisa dipisahkan dengan adanya 
pengetahuan tentang pajak itu sendiri, maka dari itu sangat diperlukan 
sosialisasi  perpajakan  yang  baik  untuk membuat wajib pajak mengerti 
pentingnya pajak di Indonesia. Sosialisai perpajakan yang terarah dan 
secara rutin dihrapkan dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib paja, dengan 
adanya sosialisasi perpajakan masyarakat menjadi mengerti dan paham 
mengenai manfaat membayar pajak (Winerungan,2013). sosialisasi 
perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung 
dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan 
sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak, 
sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi 
perpajakan kepada wajib pajak dengan tidak atau sedikit berinteraksi 
dengan wajib pajak Ketika masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan 
bermotor mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku 
maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Oleh sebab itu sosialisasi perpajakan diduga akan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
(Herryanto dan Toly, 2013).  
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Megantara (2017) didapati hasil penghasilan dan sosialisasi 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak selaras dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Barus (2016) yang mengaatakan bahwa 




yang dilakukan oleh Putri dan Nawangsasi (2020) menyatakan bahwa 
sosialisasi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak 
3. Pengaruh Akses Pembayaran Terhadap KepatuhanWajibPajak 
Dari perhitungan uji hipotesis akses pembayaran terhadap kepatuhan 
wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 3,381 > ttabel sebesar 1,98 dengan 
nilai sig = 0,001 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh akses pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga 
hipotesis ketiga dapat diterima kebenarannya. 
Di era yang serba canggih seperti saat ini kemudahan dan fleksbilitas 
sangat memberikan dampak positit untuk meningkatkan minat masyarakat 
dalam membayar pajak.Keterbatasan waktu tak bisa dipungkiri 
memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu sangat 
diperlukan akses  yang  mudah  Akses tersebutmencakup lokasi yang 
mudah dijangkau, yang mudah dijangkau, sistem antrian layanan samsat 
yang teratur, prosedur dan proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) yang mudah serta tata letak layanan samsat tertata strategis. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarlina 
(2019) yang menyatakan bahwa akses pajak berpengaruh secara positif 
terhadap kepatuhan pajak 
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan WajibPajak 
Dari perhitungan uji hipotesis kualitas layanan terhadap kepatuhan 
wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 6,223 > ttabel sebesar 1,98 dengan 




pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga 
hipotesis keempat dapat diterima kebenarannya. 
Pelayanan  yang  berkualitas  harus  dapat  memberikan  4K  yaitu  
keamanan, kenyamanan,  kelancaran,  dan  kepastian  hukum.  Kualitas  
pelayanan  dapat  diukur dengan  kemampuan  memberikan  pelayanan  
yang  memuaskan,  dapat  memberikan pelayanan  dengan  tanggapan,  
kemampuan, kesopanan,  dan  sikap  dapat  dipercaya yang dimiliki oleh 
aparat pajak. Disamping itu, juga memudahkan dalam melakukan 
hubungan  komunikasi  yang  baik,  memahami  kebutuhan  wajib  pajak,  
tersedianya fasilitas fisik termasuk saranan komunikasi yang memadai, dan 
pegawai yang cakap dalam tugasnya (Supadmi, 2009). Hasil penelitian ini 
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nawangsari 
(2020) yang menyatakan bahwa kualitas perpajakan berpengaruh secara 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak, sehingga hipotesis pertama dapat diterima kebenarannya 
2. Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sehingga hipotesis kedua dapat diterima kebenarannya 
3. Terdapat pengaruh akses pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sehingga hipotesis ketiga dapat diterima kebenarannya 
4. Terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sehingga hipotesis keempat dapat diterima kebenarannya. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa 
saran sehubungan dengan penelitian ini, yaitu : 
1. SAMSAT Kota Tegal sebaiknya meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
wajib pajak dengan cara meningkatkan citra pemerintah dengan terbuka 
terhadap penggunaan uang pajak sehingga wajib pajak memiliki 
kepercayaan kepada pemerintah serta memberikan penghargaan bagi 




wajib pajak yang telah taat pajak. 
2. SAMSAT Kota Tegal sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membuka stand pada keramaian 
publik misalnya pada saat ada car free day 
3. Bagi SAMSAT kota Tegal sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan 
sehingga wajib pajak kendaraan bermotor merasa nyaman dalam 
membayar pajak kendaraan bermotornya. 
4. Bagi wajib pajak agar membayar kewajiban pajaknya tepat waktu karena 
fiskus telah memudahkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor dengan berbagai layanan unggulan yang telah disediakan.  
5. Bagi peneliti selanjutnya supaya mengembangkan variabel independen 
lain  seperti tarif pajak, keringanan pajak, tingkat pendidikan wajib pajak 
dan lainnya. Terkait data  dapat dikembangkan kuesioner yang lebih baik, 
sehingga data yang digunakan untuk analisis menunjukkan data yang 
benar serta dengan didukung data dokumentasi, observasi langsung dan 
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Dalam rangka penyelesaian studi saya : 
Nama : Slamet Do’a Sufrengki. 
NIM :  4319500181 
Prodi : Akuntansi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
Universitas : Universitas Pancasakti Tegal 
Saya akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penghasilan, 
Sosialisasi Pajak, Akses Pembayaran, Kualitas Layanan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal-Jawa Tengah 
Tahun 2020”. Untuk itu saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I agar berkenan 
mengisi angket ini. 
Mengingat kualitas dan tingkat kepercayaan penelitian ini adalah 
sangat bergantung dari hasil jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I sehingga saya 
mengharapkan agar Bapak/Ibu/Sdr/I dapat menjawab dengan sejujurnya 
sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu/Sdr/I alami. Atas perhatian dan 










A. Identitas Responden 
Isilah dan berilah Tanda cheklist (√) pada isian berikut : 
1. Nama    : ............. (Boleh Tidak Diisi) 
2. Jenis Kelamin :      a. Laki-laki b. Perempuan  
3. Umur :  a.   21 – 30 tahun  
b.   31 – 40 tahun  
c.   41 – 50 tahun  
d.   ≥  51 tahun  
4. Pendidikan :  a.   SMA/sederajat  
b.   D3  
c.   S1  
d.   S2  
 
B. Petunjuk Pengisian          
Pada halaman berikut ini, Bapak/Ibu/Sdr/I cukup memberikan tanda silang  (x) 
pada kolom lembar yang tersedia.  Ada lima alternatif jawaban yang tersedia, 
yaitu : 
Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Kurang Setuju (KS) 
Tidak Setuju (TS) 
Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
















SS S KS TS STS 
1. Wajib Pajak menyanggupi nilai pajak 
kendaraan yang dikenakan. 
     
2. Pendapatan yang saya miliki adalah hasil dari 
pekerjaan pokok 
     
3. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi 
pajak kendaraan terkait erat dengan besarnya 
penghasilan. 
     
4. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi 
dalam menunjang pembangunan negara 
     
5. Besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan 
tingkat penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak 
     
6. Besarnya pajak progresif yang dikenakan pada 
kendaraan bermotor  sesuai dengan tingkat 
penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak 
     









SS S KS TS STS 
1 Kantor Samsat Kota Tegal memberikan 
informasi peraturan pajak  kendaraan bermotor 
jika ada perubahan peraturan . 
     
2 Kantor Samsat Kota Tegal memberikan 
informasi peraturan pajak kendaraan bermotor 
pada waktu wajib pajak membutuhkan. 
     
3 Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui 
media cetak seperti spanduk 
     
4 Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui 
media elektronik seperti website  
     
5 Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian 
pajak dan besarnya pajak kepada Wajib Pajak 
kendaraan bermotor 
     
6 Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian 
pentingnya pajak kepada Wajib Pajak kendaraan 
bermotor 
     
7 Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak 
kendaraan bermotor melaksanakan tindakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. 
     
8 Sosialisasi pajak dirasakan manfaatnya oleh 
wajib pajak kendaraan bermotor. 
     









SS S KS TS STS 
1 Lokasi Samsat Kota Tegal mudah dijangkau dengan 
kendaraan umum  
     
2 Samsat Kota Tegal terletak di daerah yang strategis      
3 Samsat Kota Tegal menggunakan system antrian 
sehingga wajib pajak tidak berdesakan 
     
4 Samsat Kota Tegal menggunakan program yang 
sudah terkomputerisasi dengan baik 
     
5 Proses pembayaran di Samsat Kota Tegal dilakukan 
dengan cepat 
     
6 Prosedur  pembayaran di Samsat Kota Tegal jelas 
sehingga memudahkan wajb pajak membayar di 
Samsat Kota Tegal 
     
7 Pengaturan interior di Samsat Kota Tegal rapi 
sehingga berkas tidak tercecer 
     
8 Unit pelayanan di Samsat Kota Tegal cepat tanggap      










SS S KS TS STS 
1 Pegawai Samsat Kota Tegal memberikan 
informasi yang jelas tentang proses pelayanan 
     
2 Samsat Kota Tegal memberikan informasi yang 
jelas tentang waktu pelayanan 
     
3 Samsat Kota Tegal memberikan pelayanan yang 
ramah kepada masyarakat  
     
4 Samsat Kota Tegal cepat merespon keluhan dari 
masyarakat. 
     
5 Samsat Kota Tegal memberikan jaminan akan 
ketepatan waktu pelayanan 
     
6 Samsat Kota Tegal memberikan jaminan akan 
kualitas pelayanan pembayarakan pajak 
kendaraan bermotor  
     
7. Samsat Kota Tegal memberikan empati kepada 
masyarakat  dalam proses pembayaran pajak 
kendaraan bermotor kepada masyarakat lansia. 
     
8. Samsat Kota Tegal bekerja dengan teliti sehingga 
kesalahan input data dapat diperkecil. 
     
9. Samsat Kota Tegal telah memiliki peralatan yang 
lengkap (komputer, printer) untuk mendukung 
proses pelayanan. 
     
10. Samsat Kota Tegal memiliki fasilitas pendukung 
yang memadai (jaringan telepon dan fasilitas 
internet) sehingga proses pelayanan dapat 
berlangsung cepat. 
     










SS S KS TS STS 
1 Bapak/Ibu dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor  tepat waktu 
     
2 Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada 
waktunya karena tidak ingin kena sanksi berupa 
denda. 
     
3 Bapak / Ibu tidak pernah dijatuhi hukuman 
berkenaan dengan pajak. 
     
4 Bila mempunyai tunggakan pajak, maka  
Bapak/Ibu selalu membayar tunggakan pajak 
tepat pada waktunya. 
     
5 Bapak / Ibu menyiapkan alokasi dana untuk 
pembayaran pajak. 
     
6. Bapak / Ibu mengetahui dokumen yang dibutuhkan 
dalam pembayaran pajak 
     
7 Dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bapak / Ibu memperoleh ketepatan informasi dalam 
perhitungan pajak kendaraan bermotor. 
     
8 Bapak/Ibu berusaha memahami peraturan perpajakan 
yang berlaku sekarang baik melalui browsing lewat 
internet, ataupun menanyakan kepada pegawai 
Kantor SAMSAT Kota Tegal. 
     














Pernyataan Mengenai Penghasilan Wajib Pajak 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
1 4 4 2 2 2 2 16 
2 3 3 4 4 4 4 22 
3 3 2 5 4 4 4 22 
4 4 5 5 4 4 4 26 
5 3 2 3 4 5 4 21 
6 3 3 4 4 4 5 23 
7 2 3 5 4 4 4 22 
8 3 4 4 4 4 4 23 
9 3 3 4 4 4 4 22 
10 4 4 4 4 4 4 24 
11 4 4 4 4 4 3 23 
12 4 4 3 5 1 3 20 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 3 4 4 3 4 3 21 
15 3 4 4 3 4 4 22 
16 3 4 4 3 4 4 22 
17 4 4 4 3 5 4 24 
18 3 2 4 4 4 4 21 
19 4 4 4 3 5 3 23 
20 4 4 4 5 5 4 26 
21 4 4 4 5 4 3 24 
22 4 5 4 5 5 4 27 
23 5 4 4 4 5 5 27 
24 5 4 3 3 2 3 20 
25 4 4 3 5 3 4 23 
26 5 5 4 4 5 4 27 
27 5 4 4 4 4 4 25 
28 5 4 5 5 4 4 27 
29 2 3 2 2 3 1 13 
30 3 3 3 4 3 3 19 








Pernyataan Mengenai Sosialisasi perpajakan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 3 4 4 4 2 1 26 
2 5 5 4 4 5 4 4 4 35 
3 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
6 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
7 4 3 5 2 5 5 3 5 32 
8 4 5 2 4 3 2 3 5 28 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
10 5 4 4 4 5 5 2 3 32 
11 4 5 4 2 5 3 5 4 32 
12 5 4 4 4 5 5 2 3 32 
13 3 4 4 5 5 4 4 3 32 
14 3 4 3 4 3 3 2 5 27 
15 4 4 3 4 4 3 2 3 27 
16 4 5 5 5 5 2 3 3 32 
17 3 4 5 5 4 2 2 3 28 
18 4 3 5 4 4 3 5 3 31 
19 4 3 4 4 4 3 1 3 26 
20 3 4 3 4 4 4 4 5 31 
21 3 4 4 4 3 4 3 4 29 
22 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
23 3 3 3 4 4 3 3 4 27 
24 3 3 2 5 5 5 3 3 29 
25 5 4 5 4 4 4 4 4 34 
26 3 4 4 4 4 5 4 4 32 
27 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
28 3 1 3 4 3 3 2 3 22 
29 3 1 2 2 4 2 3 2 19 
30 3 4 4 4 4 3 3 4 29 








Pernyataan Mengenai Akses perpajakan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
2 3 3 3 4 3 2 3 2 23 
3 3 3 4 5 4 4 4 4 31 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 38 
6 4 3 5 2 5 5 3 5 32 
7 4 5 2 4 3 2 3 5 28 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
9 5 4 4 4 5 5 2 5 34 
10 4 5 4 2 5 3 5 5 33 
11 5 4 4 4 5 5 2 4 33 
12 3 4 4 5 5 4 4 5 34 
13 5 3 5 5 3 5 5 5 36 
14 4 3 3 3 3 4 4 3 27 
15 2 2 2 3 2 4 2 2 19 
16 3 4 4 4 3 4 3 3 28 
17 4 3 3 2 2 4 4 4 26 
18 5 4 5 4 3 4 4 4 33 
19 5 5 5 4 4 4 4 5 36 
20 4 3 3 4 3 4 5 2 28 
21 5 3 3 5 4 5 3 5 33 
22 4 4 5 4 4 5 4 3 33 
23 5 5 4 4 3 4 3 4 32 
24 5 4 4 5 3 5 4 3 33 
25 4 5 4 3 2 5 2 4 29 
26 4 4 4 4 5 4 3 2 30 
27 5 5 4 4 3 4 3 2 30 
28 3 5 4 5 2 5 3 3 30 
29 5 4 4 5 4 4 3 2 31 
30 3 2 3 4 4 3 3 2 24 








Pernyataan Mengenai Kualitas pelayanan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 44 
2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 31 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 40 
5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 25 
6 5 5 4 4 5 2 5 4 4 4 42 
7 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 25 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 39 
9 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 44 
10 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 40 
11 5 4 4 5 3 3 4 4 3 3 38 
12 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 44 
13 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 41 
14 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 26 
15 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 36 
16 3 2 3 4 4 4 2 3 2 3 30 
17 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 40 
18 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
19 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 43 
20 5 3 4 4 3 3 3 4 5 2 36 
21 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 47 
22 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 44 
23 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 33 
24 3 4 5 4 3 3 4 5 3 3 37 
25 5 3 4 4 2 5 3 4 5 4 39 
26 4 5 4 2 2 2 5 4 5 2 35 
27 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 44 
28 3 2 3 5 2 3 2 3 3 3 29 
29 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 37 
30 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 30 








Pernyataan Mengenai Kepatuhan Wajiba Pajak 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 4 4 3 4 3 4 3 28 
2 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
3 4 4 3 2 4 5 1 4 27 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
5 3 4 4 4 4 3 4 4 30 
6 3 4 4 3 3 3 4 4 28 
7 3 4 4 4 3 3 4 5 30 
8 4 4 4 4 4 3 5 5 33 
9 3 2 4 3 3 4 4 5 28 
10 4 4 4 4 4 3 5 4 32 
11 4 4 4 5 4 5 5 5 36 
12 2 3 5 3 4 4 2 4 27 
13 2 4 4 4 4 3 4 4 29 
14 3 3 3 3 4 4 3 4 27 
15 2 2 3 2 3 3 2 5 22 
16 4 4 4 5 4 2 4 4 31 
17 2 4 5 4 2 2 4 2 25 
18 3 5 5 4 4 4 4 4 33 
19 2 5 5 4 5 4 5 5 35 
20 5 3 4 5 5 4 5 3 34 
21 4 3 3 4 3 4 5 3 29 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
23 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
24 4 4 4 5 5 4 3 4 33 
25 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
26 4 5 4 5 4 4 5 4 35 
27 5 4 4 5 4 4 5 5 36 
28 4 4 4 3 4 4 3 3 29 
29 4 4 2 4 3 4 4 2 27 
30 4 5 5 4 4 4 5 5 36 








Tabulasi Data Penelitian 
 
RESPONDEN 
Pernyataan Mengenai Penghasilan Wajib Pajak 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 
1 4 4 4 4 4 4 24 
2 4 4 4 4 4 3 23 
3 4 4 2 5 4 4 23 
4 4 3 2 4 4 4 21 
5 4 4 4 4 4 4 24 
6 2 4 4 4 4 4 22 
7 5 3 4 4 4 3 23 
8 2 3 4 4 4 4 21 
9 4 4 4 4 3 4 23 
10 4 4 3 3 5 3 22 
11 4 4 3 4 5 4 24 
12 4 3 2 3 4 4 20 
13 3 2 2 2 4 3 16 
14 4 3 4 4 4 3 22 
15 4 3 3 3 4 3 20 
16 5 4 3 3 5 4 24 
17 4 3 4 4 4 4 23 
18 5 3 4 4 4 4 24 
19 2 4 4 4 3 4 21 
20 3 3 1 4 4 4 19 
21 3 3 4 4 4 4 22 
22 3 2 3 3 4 4 19 
23 4 4 2 4 4 4 22 
24 4 2 4 4 2 3 19 
25 3 3 4 5 4 3 22 
26 4 4 4 4 4 4 24 
27 3 4 4 4 1 4 20 
28 4 2 1 4 4 4 19 
29 4 3 1 4 4 4 20 
30 2 1 3 4 4 4 18 
31 4 4 4 4 4 4 24 
32 2 2 2 4 3 4 17 
33 5 3 4 4 3 3 22 
34 5 4 5 3 5 4 26 
35 2 2 4 4 5 1 18 
36 4 5 5 4 4 3 25 
37 2 2 4 3 3 1 15 
38 5 5 4 4 2 3 23 
39 4 5 3 4 4 2 22 
40 4 2 3 3 4 5 21 





Pernyataan Mengenai Penghasilan Wajib Pajak 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 
42 5 3 4 3 4 4 23 
43 2 4 4 3 4 4 21 
44 3 4 4 4 3 5 23 
45 4 2 1 3 4 4 18 
46 4 1 1 4 4 3 17 
47 4 2 5 4 4 5 24 
48 4 2 4 4 4 4 22 
49 4 2 4 5 4 3 22 
50 5 4 4 4 4 4 25 
51 3 1 4 3 4 3 18 
52 5 4 4 3 4 4 24 
53 4 1 4 4 4 4 21 
54 3 3 3 3 3 4 19 
55 5 1 4 3 3 4 20 
56 3 4 4 3 2 5 21 
57 4 4 5 4 4 4 25 
58 4 2 4 4 1 4 19 
59 3 2 5 5 2 4 21 
60 5 2 3 4 4 3 21 
61 3 4 4 4 4 4 23 
62 5 5 4 4 2 3 23 
63 2 1 3 4 4 4 18 
64 4 2 2 4 4 3 19 
65 3 1 4 4 1 4 17 
66 4 4 2 4 4 3 21 
67 4 1 3 5 2 2 17 
68 5 4 2 4 4 3 22 
69 5 5 3 4 4 4 25 
70 4 1 1 4 3 4 17 
71 4 1 1 4 4 3 17 
72 1 4 4 4 4 4 21 
73 5 1 2 4 4 3 19 
74 4 1 4 4 4 4 21 
75 5 4 2 4 1 3 19 
76 3 3 4 4 2 4 20 
77 4 3 4 3 4 3 21 
78 4 4 4 4 4 4 24 
79 4 4 4 4 4 4 24 
80 4 4 4 4 4 4 24 
81 3 4 1 4 3 4 19 
82 4 4 3 5 4 4 24 
83 4 2 4 4 4 3 21 
84 4 4 3 4 3 4 22 
85 2 4 2 4 4 4 20 
86 4 4 3 4 4 4 23 





Pernyataan Mengenai Penghasilan Wajib Pajak 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 
88 3 3 5 2 2 2 17 
89 3 3 2 3 4 3 18 
90 4 3 3 2 4 5 21 
91 3 4 4 2 5 4 22 
92 5 2 4 4 2 3 20 
93 5 3 4 2 1 4 19 
94 4 2 2 4 3 3 18 
95 2 2 3 2 5 4 18 
96 1 3 5 2 5 4 20 
97 2 5 3 4 4 4 22 
98 4 4 2 1 3 4 18 
99 3 3 1 1 3 3 14 
100 5 3 5 3 4 4 24 








Pernyataan Mengenai Sosialisasi Perpajakan 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 5 3 5 4 3 4 5 5 34 
2 4 3 3 5 4 3 4 5 31 
3 4 4 3 5 4 2 4 5 31 
4 2 3 4 3 4 3 4 3 26 
5 4 5 3 5 5 4 3 3 32 
6 5 4 4 3 4 2 4 3 29 
7 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
8 4 3 3 3 2 4 3 4 26 
9 5 3 4 4 4 3 4 4 31 
10 5 5 2 4 3 5 4 3 31 
11 5 4 4 5 4 4 5 3 34 
12 4 4 3 4 3 5 4 5 32 
13 5 4 4 4 4 5 3 3 32 
14 4 4 5 4 3 4 5 3 32 
15 4 3 2 2 3 4 5 3 26 
16 2 4 5 2 4 5 3 2 27 
17 5 3 4 4 5 3 4 3 31 
18 5 4 4 2 5 3 3 4 30 
19 4 4 3 2 2 5 5 5 30 
20 5 2 4 4 4 3 5 3 30 
21 5 4 2 2 5 4 2 4 28 
22 4 4 4 2 3 4 3 3 27 
23 5 2 2 3 4 4 5 5 30 
24 5 4 2 2 5 4 3 3 28 
25 4 4 2 4 5 3 3 4 29 
26 5 4 2 4 4 4 4 4 31 
27 4 5 4 3 3 3 4 3 29 
28 4 3 3 2 4 4 4 5 29 
29 5 4 4 2 3 4 3 3 28 
30 4 4 4 2 2 4 3 4 27 
31 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
32 3 5 4 2 3 2 2 4 25 
33 3 3 4 3 2 3 3 3 24 
34 4 4 4 3 3 4 5 5 32 
35 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
36 3 3 4 4 3 3 4 4 28 
37 4 3 3 2 4 3 1 2 22 
38 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
39 4 4 4 3 4 4 5 5 33 
40 4 4 5 5 4 2 4 5 33 
41 4 4 3 3 4 4 3 2 27 
42 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
43 3 4 2 2 4 3 4 4 26 





Pernyataan Mengenai Sosialisasi Perpajakan 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 
45 4 4 4 4 4 4 2 4 30 
46 4 4 3 4 2 4 1 3 25 
47 4 3 1 3 3 4 3 4 25 
48 4 5 2 4 4 3 4 5 31 
49 4 4 4 2 3 4 4 4 29 
50 4 4 4 2 4 4 3 4 29 
51 4 4 3 4 4 4 5 4 32 
52 3 2 4 4 4 4 4 3 28 
53 4 5 2 4 4 3 4 5 31 
54 4 1 4 3 4 3 4 5 28 
55 4 3 4 3 4 3 4 3 28 
56 4 4 3 4 3 3 3 2 26 
57 2 5 5 4 4 2 5 5 32 
58 4 2 3 4 4 4 4 4 29 
59 3 3 3 2 2 4 4 3 24 
60 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
61 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
62 4 3 3 4 4 5 5 5 33 
63 4 2 2 3 2 3 3 4 23 
64 4 4 3 2 4 4 4 5 30 
65 3 2 2 3 2 3 3 3 21 
66 3 4 3 4 3 3 3 4 27 
67 3 3 2 3 3 3 3 3 23 
68 3 4 2 3 4 2 4 4 26 
69 4 4 4 4 3 4 3 4 30 
70 4 3 4 3 4 4 4 5 31 
71 3 2 3 4 4 3 2 4 25 
72 4 3 2 3 4 3 2 4 25 
73 3 3 4 4 2 3 4 3 26 
74 3 4 3 1 4 3 4 4 26 
75 4 4 4 2 4 4 2 4 28 
76 3 5 2 2 3 4 3 3 25 
77 4 4 5 4 4 3 2 4 30 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
79 3 4 4 2 3 4 2 4 26 
80 4 4 4 3 2 4 2 4 27 
81 3 4 2 1 4 4 3 3 24 
82 3 4 4 4 4 3 3 4 29 
83 3 4 2 2 3 3 3 1 21 
84 3 3 3 2 3 3 4 2 23 
85 3 4 4 4 3 3 2 3 26 
86 3 4 2 4 3 2 4 4 26 
87 4 4 3 2 2 4 4 3 26 
88 4 3 3 4 4 3 4 2 27 
89 4 2 3 4 3 4 3 2 25 





Pernyataan Mengenai Sosialisasi Perpajakan 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 
91 3 4 3 4 4 3 2 4 27 
92 3 5 5 5 4 3 2 4 31 
93 3 5 3 2 3 3 4 4 27 
94 4 4 3 4 4 4 4 3 30 
95 4 5 4 3 4 3 3 2 28 
96 4 3 4 3 4 2 3 2 25 
97 3 4 3 3 4 4 3 4 28 
98 4 2 3 4 3 2 3 3 24 
99 3 4 3 3 4 2 3 2 24 
100 4 4 4 4 3 4 4 4 31 









Pernyataan Mengenai Akses Perpajakan 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 43 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
3 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5 40 
4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 5 38 
5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 40 
6 4 5 4 3 3 4 2 4 4 3 36 
7 5 4 3 3 4 4 2 4 4 4 37 
8 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 36 
9 5 3 4 4 4 5 3 3 3 4 38 
10 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38 
11 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 43 
12 4 3 3 3 5 4 5 4 4 3 38 
13 4 4 4 5 5 3 5 4 4 3 41 
14 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 42 
15 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 36 
16 4 4 4 4 4 5 4 2 5 3 39 
17 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 37 
18 3 3 4 4 4 4 1 2 4 3 32 
19 4 3 4 4 5 4 2 2 3 4 35 
20 4 3 4 4 5 3 4 3 3 3 36 
21 5 4 3 4 3 4 4 1 4 4 36 
22 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 35 
23 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 35 
24 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 34 
25 4 3 3 4 3 5 2 4 4 4 36 
26 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 38 
27 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 36 
28 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 37 
29 5 3 3 4 4 4 1 3 4 3 34 
30 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 33 
31 5 4 4 4 4 5 4 4 2 3 39 
32 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 29 
33 4 4 3 2 3 2 1 4 2 1 26 
34 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 41 
35 4 2 2 3 4 4 5 4 3 3 34 
36 4 3 2 2 3 4 3 3 4 2 30 
37 4 4 2 3 4 2 4 1 3 2 29 
38 4 4 2 3 5 5 4 4 4 4 39 





Pernyataan Mengenai Akses Perpajakan 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
40 5 5 4 5 4 5 5 3 3 4 43 
41 4 3 3 5 4 5 5 5 1 4 39 
42 4 2 3 2 4 5 4 3 4 4 35 
43 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 38 
44 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 41 
45 4 5 3 3 4 5 4 5 2 4 39 
46 3 3 3 2 3 2 3 5 1 3 28 
47 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 36 
48 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 39 
49 4 4 3 2 4 5 5 3 3 4 37 
50 3 2 4 5 2 4 4 4 4 4 36 
51 5 4 3 4 4 4 5 3 5 1 38 
52 4 4 5 5 3 4 2 4 5 4 40 
53 5 5 3 3 3 5 1 2 5 2 34 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
55 3 3 3 5 4 4 1 5 5 5 38 
56 3 3 3 3 4 1 4 4 3 3 31 
57 4 4 3 4 4 5 3 5 5 5 42 
58 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 42 
59 2 5 4 3 3 4 4 3 4 3 35 
60 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 
61 4 3 3 3 5 3 4 5 5 5 40 
62 4 2 4 4 4 4 5 5 3 4 39 
63 4 4 3 2 2 3 1 2 3 3 27 
64 4 4 4 1 1 5 3 2 4 4 32 
65 3 3 4 1 1 4 1 4 3 3 27 
66 5 4 4 4 3 4 2 2 5 5 38 
67 4 4 3 3 3 5 2 3 3 3 33 
68 4 5 4 4 2 4 2 3 2 4 34 
69 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 37 
70 3 3 4 5 4 4 5 4 5 5 42 
71 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 32 
72 4 3 4 4 4 4 1 5 5 5 39 
73 3 3 4 3 5 4 3 5 5 4 39 
74 4 3 3 5 5 5 1 2 2 4 34 
75 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 38 
76 4 4 4 2 4 3 2 4 5 4 36 
77 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 37 
78 4 4 1 5 5 4 3 4 5 5 40 
79 4 5 4 4 2 3 2 2 4 5 35 





Pernyataan Mengenai Akses Perpajakan 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
81 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 35 
82 5 5 5 3 5 4 1 4 4 2 38 
83 5 3 2 4 4 5 4 2 4 4 37 
84 4 4 3 4 2 3 3 5 3 3 34 
85 5 1 2 4 2 4 5 3 4 4 34 
86 4 3 3 3 4 3 3 4 5 5 37 
87 5 4 3 5 5 3 3 4 3 3 38 
88 4 3 3 2 2 1 3 5 3 3 29 
89 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 43 
90 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 33 
91 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 34 
92 4 4 5 3 3 3 2 5 3 2 34 
93 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 33 
94 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 43 
95 3 3 1 3 4 5 3 5 4 4 35 
96 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 
97 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 34 
98 3 3 4 4 2 2 1 4 3 2 28 
99 3 3 2 2 1 3 4 4 3 4 29 
100 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 









Pernyataan Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
2 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
3 4 3 4 4 3 4 5 4 31 
4 3 4 4 2 4 4 3 4 28 
5 4 4 3 4 3 4 5 4 31 
6 4 3 3 3 3 5 4 4 29 
7 4 4 3 4 4 4 5 3 31 
8 3 4 4 1 4 2 4 3 25 
9 4 4 4 3 3 4 4 3 29 
10 4 4 4 1 3 4 3 4 27 
11 4 3 4 4 4 4 5 5 33 
12 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
13 4 4 3 4 4 4 5 4 32 
14 4 3 4 3 4 5 5 5 33 
15 4 1 3 3 3 4 5 3 26 
16 4 2 3 3 3 5 2 4 26 
17 4 3 4 3 4 3 4 2 27 
18 4 2 4 1 4 3 4 3 25 
19 4 4 4 2 4 3 5 4 30 
20 4 4 2 4 3 4 4 2 27 
21 4 4 2 5 3 3 2 3 26 
22 4 4 3 2 3 3 3 2 24 
23 4 4 3 1 4 3 4 5 28 
24 4 4 4 1 2 3 3 4 25 
25 4 1 3 1 4 4 3 4 24 
26 4 3 4 3 4 2 5 4 29 
27 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
28 4 4 4 1 3 3 5 4 28 
29 4 2 4 2 4 3 3 4 26 
30 4 3 3 1 3 4 4 4 26 
31 3 2 4 4 4 4 3 5 29 
32 4 4 1 1 3 3 4 4 24 
33 4 4 4 1 4 1 2 4 24 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
35 4 4 3 1 2 4 3 4 25 
36 3 4 4 1 5 3 4 4 28 
37 2 5 2 1 4 2 1 2 19 
38 4 4 3 3 4 4 4 5 31 





Pernyataan Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 
40 3 3 5 5 4 4 4 4 32 
41 3 3 3 4 4 5 4 2 28 
42 3 4 4 1 4 4 5 3 28 
43 4 4 4 2 3 3 4 4 28 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
45 3 4 4 4 2 3 4 4 28 
46 4 2 3 4 3 1 3 4 24 
47 4 2 3 1 4 4 3 4 25 
48 4 4 4 1 4 4 4 4 29 
49 3 3 4 1 5 4 4 4 28 
50 4 4 3 2 4 1 5 5 28 
51 4 3 3 3 3 3 4 4 27 
52 5 4 4 2 3 4 4 4 30 
53 4 4 2 2 3 2 4 4 25 
54 4 4 4 4 4 1 3 4 28 
55 4 4 3 3 3 3 5 4 29 
56 4 1 2 4 4 4 3 5 27 
57 3 5 2 4 4 5 5 5 33 
58 5 4 2 3 2 3 5 4 28 
59 4 3 3 3 4 4 4 4 29 
60 3 3 3 1 4 3 5 4 26 
61 5 1 2 2 5 5 5 5 30 
62 3 4 5 4 4 3 2 5 30 
63 3 3 3 3 1 1 4 4 22 
64 5 3 4 5 2 2 2 5 28 
65 4 3 1 2 2 3 2 4 21 
66 4 3 3 3 3 3 5 5 29 
67 4 5 2 3 4 1 3 2 24 
68 3 2 5 2 5 1 5 5 28 
69 4 4 3 4 4 3 5 4 31 
70 3 4 3 4 4 3 3 5 29 
71 3 2 3 3 2 2 4 3 22 
72 4 3 3 1 4 3 3 4 25 
73 4 3 1 1 3 4 3 4 23 
74 4 3 2 4 4 1 3 3 24 
75 2 4 5 1 5 3 2 5 27 
76 5 2 5 2 1 4 3 4 26 
77 4 4 4 1 4 5 4 3 29 
78 4 2 2 1 5 3 4 4 25 
79 4 3 4 3 4 2 4 4 28 





Pernyataan Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 
81 3 1 3 4 4 4 3 5 27 
82 5 4 2 4 4 3 3 3 28 
83 4 3 3 4 1 2 2 3 22 
84 4 3 3 1 4 4 5 4 28 
85 4 4 5 2 2 2 3 4 26 
86 2 4 4 1 4 4 3 4 26 
87 4 4 3 3 3 4 3 3 27 
88 4 4 3 4 3 2 4 3 27 
89 4 5 5 3 2 2 3 4 28 
90 4 4 1 1 4 4 4 4 26 
91 3 5 4 4 3 3 1 4 27 
92 1 3 4 4 3 2 4 4 25 
93 1 4 4 4 3 3 3 4 26 
94 5 3 4 4 2 4 5 4 31 
95 3 5 5 4 5 3 1 4 30 
96 4 4 3 4 4 3 4 1 27 
97 4 4 4 1 4 3 3 4 27 
98 4 1 1 1 5 3 1 5 21 
99 3 2 2 4 1 2 4 3 21 
100 4 3 4 4 4 4 4 5 32 













1 ,617** ,073 ,283 ,043 ,187 ,592**
,000 ,702 ,130 ,823 ,323 ,001
30 30 30 30 30 30 30
,617** 1 ,087 ,095 ,050 ,000 ,563**
,000 ,647 ,616 ,794 1,000 ,001
30 30 30 30 30 30 30
,073 ,087 1 ,413* ,554** ,652** ,636**
,702 ,647 ,023 ,002 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,283 ,095 ,413* 1 ,158 ,507** ,605**
,130 ,616 ,023 ,405 ,004 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,043 ,050 ,554** ,158 1 ,538** ,615**
,823 ,794 ,002 ,405 ,002 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,187 ,000 ,652** ,507** ,538** 1 ,669**
,323 1,000 ,000 ,004 ,002 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,592** ,563** ,636** ,605** ,615** ,669** 1
,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000





























X1_1 X1_2 X1_3 XI_4 X1_5 X1_6 Total_X1
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
















Listwise deletion based on all














1 ,524** ,524** ,112 ,546** ,389* ,337 ,140 ,692**
,003 ,003 ,557 ,002 ,033 ,068 ,461 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,524** 1 ,439* ,369* ,358 ,210 ,446* ,428* ,763**
,003 ,015 ,045 ,052 ,266 ,013 ,018 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,524** ,439* 1 ,227 ,457* ,255 ,437* ,230 ,710**
,003 ,015 ,228 ,011 ,174 ,016 ,221 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,112 ,369* ,227 1 ,107 ,095 ,060 -,031 ,366*
,557 ,045 ,228 ,574 ,617 ,752 ,869 ,047
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,546** ,358 ,457* ,107 1 ,449* ,390* -,031 ,621**
,002 ,052 ,011 ,574 ,013 ,033 ,869 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,389* ,210 ,255 ,095 ,449* 1 ,291 ,235 ,585**
,033 ,266 ,174 ,617 ,013 ,118 ,210 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,337 ,446* ,437* ,060 ,390* ,291 1 ,447* ,717**
,068 ,013 ,016 ,752 ,033 ,118 ,013 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,140 ,428* ,230 -,031 -,031 ,235 ,447* 1 ,522**
,461 ,018 ,221 ,869 ,869 ,210 ,013 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,692** ,763** ,710** ,366* ,621** ,585** ,717** ,522** 1
,000 ,000 ,000 ,047 ,000 ,001 ,000 ,003





































X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 Total_X2
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
















Listwise deletion based on all














1 ,432* ,490** ,185 ,318 ,386* ,224 ,364* ,711**
,017 ,006 ,329 ,087 ,035 ,233 ,048 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,432* 1 ,424* ,120 ,152 ,102 ,119 ,327 ,569**
,017 ,020 ,526 ,422 ,591 ,529 ,078 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,490** ,424* 1 ,179 ,429* ,563** ,375* ,353 ,793**
,006 ,020 ,344 ,018 ,001 ,041 ,055 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,185 ,120 ,179 1 ,099 ,194 ,105 -,045 ,368*
,329 ,526 ,344 ,602 ,305 ,582 ,814 ,046
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,318 ,152 ,429* ,099 1 ,137 ,202 ,368* ,600**
,087 ,422 ,018 ,602 ,470 ,284 ,046 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,386* ,102 ,563** ,194 ,137 1 ,015 ,239 ,531**
,035 ,591 ,001 ,305 ,470 ,939 ,204 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,224 ,119 ,375* ,105 ,202 ,015 1 ,234 ,486**
,233 ,529 ,041 ,582 ,284 ,939 ,214 ,007
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,364* ,327 ,353 -,045 ,368* ,239 ,234 1 ,643**
,048 ,078 ,055 ,814 ,046 ,204 ,214 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,711** ,569** ,793** ,368* ,600** ,531** ,486** ,643** 1
,000 ,001 ,000 ,046 ,000 ,003 ,007 ,000





































X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3_5 X3_6 X3_7 X3_8 Total_X3
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
















Listwise deletion based on all














1 ,543** ,408* ,471** ,334 ,230 ,543** ,408* ,602** ,457* ,755**
,002 ,025 ,009 ,071 ,222 ,002 ,025 ,000 ,011 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,543** 1 ,553** ,196 ,473** ,046 1,000** ,553** ,539** ,310 ,771**
,002 ,002 ,300 ,008 ,811 ,000 ,002 ,002 ,095 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,408* ,553** 1 ,422* ,211 ,260 ,553** 1,000** ,525** ,318 ,740**
,025 ,002 ,020 ,263 ,165 ,002 ,000 ,003 ,086 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,471** ,196 ,422* 1 ,518** ,458* ,196 ,422* ,169 ,511** ,643**
,009 ,300 ,020 ,003 ,011 ,300 ,020 ,371 ,004 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,334 ,473** ,211 ,518** 1 ,317 ,473** ,211 ,083 ,398* ,610**
,071 ,008 ,263 ,003 ,088 ,008 ,263 ,664 ,029 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,230 ,046 ,260 ,458* ,317 1 ,046 ,260 ,150 ,316 ,454*
,222 ,811 ,165 ,011 ,088 ,811 ,165 ,428 ,088 ,012
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,543** 1,000** ,553** ,196 ,473** ,046 1 ,553** ,539** ,310 ,771**
,002 ,000 ,002 ,300 ,008 ,811 ,002 ,002 ,095 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,408* ,553** 1,000** ,422* ,211 ,260 ,553** 1 ,525** ,318 ,740**
,025 ,002 ,000 ,020 ,263 ,165 ,002 ,003 ,086 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,602** ,539** ,525** ,169 ,083 ,150 ,539** ,525** 1 ,207 ,646**
,000 ,002 ,003 ,371 ,664 ,428 ,002 ,003 ,273 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,457* ,310 ,318 ,511** ,398* ,316 ,310 ,318 ,207 1 ,632**
,011 ,095 ,086 ,004 ,029 ,088 ,095 ,086 ,273 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,755** ,771** ,740** ,643** ,610** ,454* ,771** ,740** ,646** ,632** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000













































X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 Total_X4
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
















Listwise deletion based on all














1 ,232 -,166 ,474** ,401* ,450* ,377* ,000 ,615**
,217 ,382 ,008 ,028 ,013 ,040 1,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,232 1 ,458* ,434* ,373* ,127 ,402* ,052 ,640**
,217 ,011 ,016 ,042 ,503 ,028 ,784 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,166 ,458* 1 ,276 ,291 -,066 ,293 ,285 ,474**
,382 ,011 ,140 ,118 ,728 ,116 ,127 ,008
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,474** ,434* ,276 1 ,364* ,041 ,678** ,044 ,737**
,008 ,016 ,140 ,048 ,830 ,000 ,817 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,401* ,373* ,291 ,364* 1 ,459* ,149 ,290 ,672**
,028 ,042 ,118 ,048 ,011 ,431 ,119 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,450* ,127 -,066 ,041 ,459* 1 -,045 ,211 ,437*
,013 ,503 ,728 ,830 ,011 ,812 ,263 ,016
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,377* ,402* ,293 ,678** ,149 -,045 1 ,117 ,682**
,040 ,028 ,116 ,000 ,431 ,812 ,539 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,000 ,052 ,285 ,044 ,290 ,211 ,117 1 ,419*
1,000 ,784 ,127 ,817 ,119 ,263 ,539 ,021
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,615** ,640** ,474** ,737** ,672** ,437* ,682** ,419* 1
,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,016 ,000 ,021





































Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Total_Y
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
















Listwise deletion based on all

































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kepatuhan WPb. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Pelayanan, Penghasilan, Sosialisasi, Aksesa. 
Dependent Variable: Kepatuhan WPb. 
 
Coefficientsa
-1,326 1,961 -,676 ,501
,223 ,079 ,175 2,807 ,006
,152 ,066 ,174 2,311 ,023
,216 ,064 ,285 3,381 ,001
















































Test distribution is Normal.a. 
















Dependent Variable: Kepatuhan WPa. 
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